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A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat kehidupan menjadi 
lebih mudah, lebih cepat dan serba instan. Dengan kemajuan pesat di bidang 
telekomunikasi menjadikan dunia menjadi semakin sempit. Batas-batas negara 
seakan tidak ada artinya lagi. Keadaan seperti ini berimbas pula dalam bidang 
perdagangan. Dunia dikuasai oleh sistem perdagangan bebas dimana persaingan 
akan semakin kompleks dan tajam. Masyarakat di seluruh penjuru dunia bertarung 
untuk saling menguasai pasar. 
Salah satu asumsi yang perlu dicermati pada era liberalisasi perdagangan 
internasional adalah bahwa produk perdagangan dan bisnis internasional akan 
ditandai dengan penerapan prinsip General Agreement on Trade and Tariff / 
World Trade Organization (GATT/WTO) yang meliputi liberalisasi perdagangan, 
bebas dari bea cukai dan kuota serta bebas dari hambatan administratif (Mohtar 
Masoed,1996:5). Dan ini otomatis mengharuskan negara Indonesia untuk tunduk 
pada aturan-aturan internasional tersebut walaupun belum sepenuhnya siap. 
Era World Trade Organization (WTO) menghasilkan isu penting, salah 
satunya adalah, hasil dari Konferensi Marakesh bulan April 1994 yang 
ratifikasinya dalam sistem perundang-undangan Indonesia dilakukan paling 
lambat pada bulan Januari 1995 (Indonesia telah menyelesaikan ratifikasi pada 
bulan Oktober 1994) adalah dibentuknya dalam satu lembaga tersebut satu dewan 
yang khusus membawahi urusan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Rights) yang dinamakan dewan Agreement on Trade Related Aspect of 
Intellectual Property Rights (TRIPs) yang berada di bawah Dewan Umum 
(General Council). 
Hak Kekayaan Intelektual  (HKI) adalah hak kebendaan , hak atas 
sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak, nalar manusia dimana otak ini 
diterjemahkan sebagai intelektualitas. HKI dideskripsikan sebagai hak atas 





sebagai Hak Kekayaan karena HKI dapat menghasilkan karya-karya intelektual 
berupa : lagu, desain, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, seni dan 
sastra yang dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga, 
waktu, serta biaya. Pengorbanan-pengorbanan tersebut membuat HKI memiliki 
nilai. 
Menurut Rahmadi Usman HKI dapat diartikan sebagai :  
Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena 
adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan 
tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas 
seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya, 
cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis 
dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam bidang HKI adalah 
segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dihasilkan melalui daya pikir seseorang. (Rahmadi Usman : 2003, 2). 
 
Berdasarkan pembagian HKI di atas jika dihubungkan dengan persaingan 
pasar bebas, salah satu yang paling penting adalah masalah merek dan desain 
industri. Khusus mengenai merek diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 
2001 tentang Merek sedangkan mengenai Desain Industri diatur dalam Undang-
Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini 
merupakan undang-undang desain pertama yang dimiliki oleh Indonesia. 
Merek sangat penting dalam dunia usaha, karena merek dapat mewakili 
image serta kualitas barang yang diproduksi oleh pengusaha. Menurut Tim 
Lindsey (Tim Lindsey, 2002 : 131) merek adalah suatu gambar atau nama yang 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. 
Pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena 
dengan menggunakan merek para pedagang memperoleh reputasi baik dan 
kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara 
reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. 
Pengusaha akan berusaha melindungi merek mereka dengan cara 
mendapatkan hak atas merek dimana merupakan hak khusus yang diberikan 
pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau 





Desain Industri bermanfaat untuk melindungi penampakan luar suatu 
produk. Definisi normatif  desain industri dirumuskan sebagai berikut :  
“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 
atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 
produk,barang,komoditas industri,atau kerajinan tangan”. (OK. Saidin. 
2004 : 468). 
 
Pengusaha akan berusaha melindungi desain industri miliknya. Desain 
Industri merupakan hasil dari kreasi, cipta , rasa dan karsa yang diwujudkan 
dalam wujud barang komoditas sehingga dengan desain tersebut, barang yang 
diproduksi menarik dan laku di pasaran. Pemilik hak desain industri memiliki hak 
eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk 
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, memakai, 
mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberi hak desain 
industri. 
Industri rokok merupakan salah satu industri yang erat sekali kaitannya 
dengan merek dan desain industri. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai 
strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen rokok. Bagi 
produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan 
lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan yang 
melekat di dalamnya khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen merek rokok, 
merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. 
Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan rokok dari merek tertentu, 
cenderung untuk menggunakan rokok dengan merek tersebut seterusnya dengan 
berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas 
produknya, menunjukkan citra diri dan lain-lain. Sehingga fungsi merek sebagai 
jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk  rokok 
bereputasi. Demikian juga dengan desain industri produk rokok dimana bentuk 
batang dari rokok, bentuk kemasan, warna serta kesan estetik yang 
ditimbulkannya menimbulkan kesan yang berbeda- beda. Sebagai contoh desain 





rokok yang ringan serta sesuai dengan jiwa muda. Berbeda dengan bentuk dari 
rokok Gudang Garam International yang menimbulkan kesan pria jantan dan 
pemberani. 
Industri rokok di Indonesia didominasi oleh rokok jenis kretek yang 
merupakan campuran dari tembakau, cengkeh dan saus-saus tertentu. Sejarah awal 
perusahaan rokok nasional bermula dari Kudus, dirintis oleh Nitisemito dengan 
Produk Rokok Bal Tiga pada tahun 1914 dan mencapai puncak kejayaan pada 
Tahun 1938 dimana perusahaannya mempunyai 10.000 pekerja dan bahkan 
mempekerjakan tenaga pembukuan dari Belanda. Perusahaan ini ambruk pada 
tahun 1955. Setelah itu muncul perusahaan-perusahaan rokok lainnya baik di 
daerah Kudus maupun daerah lainnya seperti Perusahaan Rokok (PR) Kawung 
(Jawa Barat) PT Bentoel (Malang), PT Gudang Garam (Kediri), HM Sampoerna 
(Surabaya), Jambu Bol (Kudus), Perusahaan Rokok (PR) Sukun (Kudus), PT 
Djarum (Kudus). Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian ada yang masih 
survive sampai saat ini, bahkan menjadi market leader dalam produk rokok. 
Kabupaten Kudus sebagai kota penghasil rokok terbesar di Indonesia 
dapat dijadikan obyek studi dalam mempelajari tentang merek dan desain industri 
rokok. Kudus sebagai kota kretek bukan sekadar slogan tetapi memiliki arti yang 
mendalam. Bagi warga Kudus, menjadi pengusaha rokok adalah sebuah 
kebanggaan. Menjadi pengusaha rokok adalah usaha turun-temurun yang 
diwariskan nenek moyang  warga Kudus. Walaupun beromzet kecil, menjadi 
penghasil rokok adalah sebuah keunggulan dalam tataran sosial masyarakat Kudus 
(http://bisniskeuangan.kompas.com.read/2009/12/09/09152614/Industri.Rokok.K
udus.Separuh.Kebanggaan.Itu.Hilang). 
Pada saat ini setidaknya terdapat empat perusahaan rokok berskala besar 
di Kabupaten Kudus diantaranya adalah PT Djarum dengan produknya antara lain 
LA Light, Djarum Super, Djarum Black. PT Nojorono dengan produk rokoknya 
antara lain Minak Djinggo, Class Mild. Perusahaan Rokok (PR) Sukun dengan 
produknya antara lain Sukun Merah, Sukun Executive. Perusahaan Rokok (PR) 
Djambu Bol dengan produknya Filtra. Selain keempat perusahaan rokok besar 





Pelaksanaan hukum merek dan desain industri pada perusahaan besar 
relatif berjalan dengan baik. Masalah yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan 
hukum merek dan desain industri pada perusahaan rokok menengah dan kecil. 
Produk mereka rentan mengalami pelanggaran terhadap merek dan desain industri 
yang dimiliki baik itu berupa pemalsuan maupun tindakan passing off 
(pemboncengan ketenaran) dari pihak lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan perusahaan tentang merek dan desain industri. 
Suatu tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan rokok adalah 
bagaimana dapat melindungi merek dan desain industri produknya dari upaya-
upaya pemalsuan dan passing off dari pihak lain. Bagaimanapun juga merek yang 
dimiliki suatu perusahaan merupakan gambaran dari kualitas dan image dari 
perusahaan tersebut. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan hukum merek dan desain industri oleh pengusaha 
rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum merek dan 
desain industri oleh pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum merek dan desain industri oleh 
pengusaha rokok menengah dan kecil di Kabupaten Kudus. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum 








2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan penulis tentang 
pengaturan hukum perdata khususnya di bidang Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual mengenai merek yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 
tentang Merek serta mengenai desain industri yang diatur dalam UU No 31 
tahun 2000 tentang Desain Industri. 
b. Memenuhi syarat-syarat akademis untuk memperoleh gelar S1 dalam 
bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 
maupun orang lain baik sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun manfaat 
yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran 
pada ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi di bidang karya 
ilmiah serta bagi penelitian dan penulisan hukum sejenis di masa yang 
akan datang. 
c. Memberikan referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Hak 
Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek dan desain industri pada 
industri rokok. 
d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, 





b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat mengembangkan pengetahuan 
maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang 
menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian (research) mempunyai arti mencari kembali, yaitu pencarian 
yang benar terhadap ilmu pengetahuan, karena hasil dari pencarian ini dipakai 
untuk menjawab permasalahan tertentu. Oleh sebab itu penelitian haruslah 
bernilai edukatif. 
Menurut Soerjono Soekanto : 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, 
sistematis dan konsisten. Metodologis berarti dilakukan sesuai dengan 
metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, 
sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan 
dalam suatu kerangka tertentu. (Soerjono Soekanto, 1984 : 42). 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hukum Merek & Desain Industri 
oleh Pengusaha Rokok Menengah Kecil di Kabupaten Kudus” ini termasuk 
penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum sosiologis 
memandang hukum sebagai suatu gejala sosial. Penelitian hukum empiris ini 
tentunya berbeda dengan penelitian hukum normatif yang selalu memandang 
hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem Perundang-undangan 
nasional. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif. Menurut Amiruddin dan 
zainal Asikin : 
 Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk 





tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 
masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal Asikin 2004 : 25). 
 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, metode ini bermaksud 
menggambarkan tentang gejala yang ada dalam suatu masyarakat atau 
kelompok tertentu dalam hal ini adalah Pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus dalam pelaksanan hukum merek dan desain industri. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penilitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang 
mendasarkan datanya pada perilaku yang nyata diteliti serta dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh. Peneltian kualitatif mempunyai tujuan untuk menganalisis 
dan memahami perilaku yang terpola dan proses-proses sosial dari suatu 
masyarakat. 
Penulis dalam penelitian ini lebih berorientasi pada penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan 
luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai suatu metode untuk 
mengumpulkan data kualitatif.  
Menurut Lexy J Moleong : 
Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk 
mengamati suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau „in situ‟. 
Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan 
berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan 
secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan 
berbagai cara (Lexy J. Moleong,2009 : 26). 
 
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Kudus tepatnya pada 
Perusahaan Rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus, diantaranya 
Perusahaan Rokok (PR) Klampok & GOR, Perusahaan Rokok  (PR) Barito, 
Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), serta Komunitas Perusahaan 





5. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-
angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, 
sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 
keperluan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian 
ini sebagian besar adalah data kualitatif, yang terdiri dari : 
a. Data Primer 
Data primer berupa informasi yang diperoleh berdasarkan sejumlah 
keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 
lapangan. Dalam hal ini sumber data berupa informasi, perilaku, sikap dari 
beberapa pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus yang 
dipilih, diantaranya Perusahaan Rokok Klampok & GOR dan PR Barito, 
pengurus dari Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), serta pengurus 
dari Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan 
keterangan yang secara tidak langsung dan melalui studi kepustakaan yang 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berasal dari 
media serta situs-situs resmi pemerintah. Sumber data sekunder terdiri 
atas: 
1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas : 
a) Norma atau Kaidah Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
b) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
c) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2005 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 





e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku 
mengenai hukum, hasil-hasil penelitian, artikel media massa dan 
internet, pendapat pakar hukum serta bahan lain yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu 
Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Data primer 
Data primer dikumpulkan dengan teknik : 
1) Wawancara (Interview) 
Wawancara  adalah keadaan dimana seseorang bertatap muka dan 
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancangnya 
untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden. Wawancara yang dilakukan 
menggunakan metode wawancara yang bebas terpimpin yaitu tanya jawab 
dalam pengumpulan data secara bebas dengan pengumpulan data berupa 
catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan sehingga masih 
dimungkinkan variasi pertanyaan sesuai dengan kondisi saat wawancara 
dilakukan. 
Penulis memperoleh data melalui wawancara dengan pengusaha 
rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus. Peneliti menggunakan metode 
purposive sampling, dimana sample tidak dipilih secara acak (random 





memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diteliti. Sample dalam penelitian ini adalah dua perusahaan rokok 
yaitu PR Barito dan PR Klampok & GOR, Persatuan Perusahaan Rokok 
Kudus, serta Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku). Sample 
tersebut dianggap telah mewakili informasi tentang pelaksanaan hukum 
merek dan desain industri di kalangan pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus. 
Wawancara dilakukan baik dengan pemilik perusahaan rokok itu 
sendiri maupun dengan staf perusahaan yang terkait. 
 
2) Pengamatan (Observasi) 
Teknik Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali 
data yang berupa aktivitas dan perilaku dari subyek yang diamati. Dalam 
observasi ini peneliti datang ke tempat penelitian yaitu perusahaan rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus,  dengan menunjukkan peran yang 
paling pasif atau bisa juga disebut observasi berperan pasif dimana 
kehadiran peneliti disadari oleh pribadi yang diamati dan peneliti hanya 
diam serta tidak melakukan hal apapun agar pribadi yang diamati tidak 
merasa terganggu untuk menjalankan aktifitas seperti biasanya. 
 
b. Data sekunder 
Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka (library 
research) yaitu dengan cara mengkaji, membaca, dan mempelajari bahan-
bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari 
media massa maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-
bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 
7. Teknik Cuplikan (Sampling) 
Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah peran peneliti sebagai alat 
utama. Di dalam penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data 





sebagai alat pengumpul data utamanya. Berkaitan dengan kedudukan peneliti 
sebagai instrument utama, hal ini menjadi semakin kuat karena dalam 
penelitian kualitatif ada keyakinan bahwa hanya manusia yang mampu 
menggapai dan menggapai nilai dari berbagai interaksi (Lincoln & Guba 
dalam HB.Sutopo,2006 : 44). 
Metode cuplikan yang digunakan adalah metode purposive sampling 
dimana pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki 
data yang penting berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian 
kualitatif istilah sampel tidak lazim digunakan, pasalnya  setiap subyek adalah 
informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian tertentu dan 
karenanya pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai kasus atau informan 
(Agus Salim, 2006 : 12). 
Menurut HB Soetopo : 
Dalam penelitian kualitatif, cuplikan yang diambil lebih bersifat 
selektif. Peneliti mendasarkan pada landasan kaitan teori yang 
digunakan., keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi, 
dan sebagainya. Cuplikan tidak digunakan dalam usaha untuk melakukan 
generalisasi statistik atau sekedar mewakili populasinya, tetapi lebih 
mengarah pada generalisasi teoritis. Sumber data yang digunakan disini 
tidak sebagai sumber data yang mewakili populasinya, tetapi lebih 
cenderung mewakili informasinya. Karena pengambilan informasinya 
berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pengertiannya sejajar dengan 
purposive sampling, dengan kecendrungan peneliti untuk memilih 
informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap 
memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara 
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. 
Oleh karena itu jumlah cuplikan dalam proposal penelitian kualitatif 
tidak perlu disebutkan jumlahnya (HB Sutopo, 2006 : 64). 
Cuplikan diambil untuk mewakili informasinya bukan populasinya, 
dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak perlu ditentukan oleh 
jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja 
menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada 
informasi yang diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak yang 





8. Validitas Data 
Teknik trianggulasi digunakan bagi peningkatan validitas data dalam 
penelitian kualitatif. Teknik ini berguna untuk menjamin dan 
mengembangkan validitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomologi yang 
bersifat multiperspektif yaitu untuk menarik kesimpulan yang mantap, 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Ada empat macam teknik 
trianggulasi yaitu trianggulasi data, trianggulasi peneliti, trianggulasi 
metodologis, dan trianggulasi teoritis (Patton dalam HB Sutopo, 2006 : 92). 
Penelitian ini menggunakan trianggulasi data, yaitu mengumpulkan data 
sejenis dari beberapa sumber yang berbeda. Trianggulasi data digambarkan 






Gambar.1 Trianggulasi Data 
9. Teknik Analisis Data 
Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis 
deduktif.  
Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau 
menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi 
abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan 
dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang telah 
dilaksanakan secara teliti. Teori yang dikembangkan dimulai di lapangan 
studi dari data yang terpisah-pisah dan dari data-data yang terkumpul 
serta saling berkaitan (bottom up grounded theory). Dengan demikian 
teori substantif masuk dan dibewntuk dari datanya, karena tak satupun 
teori apriori dapat meliputi beragam realitas (yang tidak tunggal) yang 
dihadapi dalam proses penelitian. Peneliti memasuki lapangan studinya 
dengan sangat netral sebab suatu teori apriori cenderung didasarkan pada 














Penulis dalam penelitian kualitatif ini  menggunakan model analisis yang 
melalui tahap berikut : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dengan menggunakan metode ini penelitian diharapkan akan mendapatkan 
hasil yang valid. Dengan didukung teori yang ada serta data-data yang 
terkumpul penelitian ini tidak menyimpang dari konsep yang telah ada. 
Teknik analisa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (H.B. Sutopo, 











Gambar.2 Interaktif Model Analisis 
 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada 
dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini 
meliputi : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab pertama ini, diuraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 











BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini dimulai dari kerangka teori meliputi tinjauan mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual, Hukum Merek, Hukum Desain Industri, 
penegakan hukum merek dan desain insustri di Indonesia dan, 
perkembangan perusahaan rokok di Indonesia. 
Kerangka Pemikiran meliputi skema konsep dari alur pemikiran 
penulis dalam melakukan penelitian ini. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan memaparkan tentang penjelasan penulis mengenai 
hasil penelitian terhadap : hasil penelitian meliputi deskripsi 
perusahaan rokok di  Kabupaten Kudus, pelaksanaan hukum merek 
dan desain industri oleh pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus dan, faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan hukum merek dan desain industri di Kabupaten Kudus. 
Pembahasan meliputi pelaksanaan hukum merek dan desain industri 
oleh pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus dan, 
factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum merek dan 
desain industri di Kabupaten Kudus. 
 
BAB IV: PENUTUP 
Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran 








A. Kerangka Teoritis 
1. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diterjemahkan dari Intelectual 
Property Right (IPR). IPR bermakna perlindungan hukum atas HKI yang 
selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut 
“Intellectual Property Right”. Hak Kekayaan Intelektual timbul dari 
kemampuan intelektual manusia. 
Semula para pakar masih memperdebatkan istilah yang tepat untuk 
menerjemahkan istilah IPR tersebut sampai dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 
M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 
24/M/PAN/1/2000, istilah „‟Hak Kekayaan Intelektual„‟ tanpa „‟Atas‟‟ 
dapat disingkat dengan HKI, untuk penulisan istilah yang semula HAKI 
atau Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi HKI atau 
akronimnya Haki yang berarti Hak Kekayaan Intelektual tanpa kata 
“atas” lagi. Penggunaan istilah HKI juga terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2004-
2005 yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari Garis-Garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1994-2004. Selanjutnya dalam penulisan ini akan 
digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya penulis 
menyebutkan sebagai HKI). Istilah tersebut sejalan dengan ketentuan 
yang berlaku dalam bidang HKI (Riswandi Budi Agus dan Siti 
Sumartinah, 2006 : 1). 
 
HKI  dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) 
Intellectual Property Handbook bahwa HKI pada dasarnya hak hukum 
dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia 





HKI timbul berdasarkan pemikiran bahwa karya Intelektual yang 
dihasilkan manusia membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran. 
Pengorbanan tersebut menjadikan HKI mempunyai nilai ekonomi karena 
dengan pengorbanan-pengorbanan tersebut telah menghasilkan suatu karya 
yang berguna dan bermanfaat yang dapat dinikmati oleh pihak lain. 
Tidak semua orang dapat menciptakan karya-karya intelektual. Hanya 
orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan otak dapat 
menghasilkan suatu karya. Berdasarkan nilai tersebut maka muncullah 
pemikiran untuk diadakannya penghargaan terhadap karya yang telah 
dihasilkan berupa perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. 
Dengan adanya penghargaan ini diharapkan mampu merangsang semangat 
untuk berkarya. Atas dasar itulah Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. 
Hak yang bersifat eksklusif di atas membuat pemilik hak dapat 
mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang hendak 
menyalahgunakan. Pemegang hak mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk 
mempergunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan  
sesuai dengan kepentingan umum. 
Hak Kekayaan Intelektual penting bagi perdagangan karena dapat 
menjaga persaingan agar tetap sehat dan jujur, serta dapat melindungi 
masyarakat  atau konsumen dari perbuatan curang dan pemalsuan yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 
Prinsip-prinsip dalam HKI adalah bahwa setiap kreasi manusia yang 
menggunakan kemampuan intelektualnya maka setiap karya yang dihasilkan 
mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah. Hak yang dimiliki tersebut 
bersifat eksklusif. Hak yang eksklusif ini harus seimbang antara kepentingan 
individual dan kepentingan negara. Sebagai cara untuk menyeimbangkan 
kepentingan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem 
HKI berdasarkan pada prinsip : 
a. Prinsip keadilan (the principal of natural justice) 
Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain 






b. Prinsip Ekonomi (the economic argument) 
Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat 
ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk 
menunjang kehidupannya dalam masyarakat. 
c. Prinsip Kebudayaan (the culture argument) 
Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan 
hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang 
harus menghasilkan karya lebih banyak lagi. Dengan dwmikian 
pertumbuhan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf 
kehidupan, perdaban dan martabat manusia. 
d. Prinsip sosial (the sosial argument) 
Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk 
memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi 
kepentingan seluruh masyarakat (Jumhana dalam Affrilyana Purba, dkk. 
2005 : 14). 
 
 Ikut sertanya Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) 
otomatis membuat  negara ini harus tunduk pada aturan-aturan yang ada 
dalam WTO. Konsekuensi yang timbul adalah negara ini harus melaksanakan 
kewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangannya sesuai dengan 
ketentuan WTO salah satunya adalah yang berkaitan dengan Agreement on 
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs - WTO) yang 
memuat berbagai standar dan norma tentang hak kekayaan intelektual. Tujuan 
utama diadakan persetujuan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan 
yang efektif terhadap penegakan HKI. 
Pembentukan TRIPs ini juga sebagai reaksi atas ketidakefektifan  
WIPO yang bernaung di bawah PBB dalam melindungi HKI. 
Menurut Fidel S Djaman (Fidel S Djaman dalam Rahmadi Usman 2003 
: 38) kelemahan WIPO antara lain : 
a. WIPO hanya merupakan suatu organisasi yang anggotanya terbatas 
(tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuan tidak dapat 
diberlakukan pada non anggota; 
b. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan 
menghukum suatu pelanggaran HKI; 
c. WIPO dianggap tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur 






Sebagai anggota WTO Indonesia otomatis menjadi anggota dari TRIPs 
dan harus meratifikasinya melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994, sebagai 
konsekwensinya Indonesia telah menyempurnakan Peraturan perundang-
undangannya  di Bidang HKI antara lain : 
a. Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah dicabut 
dengan Undang-undang No 19 tahun 2002 
b. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1989 tentang Paten telah dicabut dengan 
Undang -undang No 14 tahun 2001 
c. Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah dicabut 
dengan Undang -undang No 15 tahun 2001 
d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 
Tanaman. 
e. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
f. Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu. 
 
Berikut ini klasifikasi dari Hak Kekayaan Intelektual menurut OK 
Saidin, (OK Saidin,2004 : 16) 
Hak Kekayaan Intelektual : 
a. Hak Cipta, terdiri dari : 
1) Hak Cipta 
2) Hak yang terkait dengan Hak Cipta 
b.  Hak Kekayaan Perindustrian : 
1) Patent 
2) Utility Models 
3) Industrial Design 
4) Trade Secretd 
5) Trademarks 
6) Service marks 
7) Trades names or commercial names 
8) Appelation of Origin 
9) Indication of Origin 
10)  Unfair Competition 
11)  Protection 
12)  New Varietis of Plants Protection 





2. Tinjauan tentang Hukum Merek 
a. Pengertian dan pengaturan hukum tentang Merek 
Perkembangan Industri dan perdagangan yang pesat dewasa ini 
membuat arti merek sangat penting bagi sebuah perusahaan. Selain sebagai 
tanda pengenal yang memudahkan konsumen untuk mengenali suatu 
produk, merek juga menggambarkan kualitas suatu produk dan segala 
sesuatu yang melekat pada produk tersebut. 
Indonesia untuk menyikapi situasi yang seperti itu  telah meratifikasi 
Persetujuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights, Including Trade on Counterfit Goods (TRIPs) yang merupakan 
bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada 
tanggal 15 april 1994 (Undang-undang R.I No. 7 tahun 1994 tentang 
Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia / 
Agreement Establishing the World Trade Organization).  
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Paris dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention 
Establishing the world Intellectual Property Organization, dengan 
mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12 
pada tanggal 7 Mei 1997. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus 
memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, 
disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga 
telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (Trademark Law 
Treaty) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997. 
Merek diatur dalam Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang 
Merek. Menurut Pasal 1 Undang-undang No 15 tahun 2001, merek 
didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 





perdagangan barang atau jasa. Jadi merek memiliki unsur -unsur sebagai 
berikut : 
1) Berupa tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari warna, nama, kata, huruf -huruf dan angka-
angka tersebut; 
2) Mempunyai daya pembeda dengan merek lain yang sejenis; 
3) Digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. 
 
Menurut  Pasal 2 Undang-undang No 15 tahun 2001 Merek 
dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 
1) Merek dagang; 
2) Merek Jasa; 
 
Menurut pendapat lain Merek diklasifikasikan dalam 3 jenis yaitu : 
1) Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. 
Misalnya : Good Year, Dunlop, sebagai merek ban mobil dan ban 
sepeda. 
2) Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak 
pernah, setidaknya jarang sekali digunakan. 
3) Merek kata kombinasi lukisan, banyak sekali dipergunakan. 
Misalnya : rokok putih merek Escort terdiri dari lukisan iring-iringan 
kapal laut yang di bawahnya terdapat tulisan escort (R.M 
Suryodiningrat dalam OK Saidin, 2004 : 347). 
 
Menurut Munawar Kholil dalam materi kuliahnya menjelaskan 
bahwa merek dapat dibedakan menjadi : 
1) Merek Dagang 
Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan 
barang sejenis. 
2) Merek Jasa 
Merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan 
jasa sejenis. 
3) Merek Kolektif  
Merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama 
yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara 





4) Indikasi Geografis 
Tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah atau kawasan yang 
menunjukkan asal suatu barang yang memberikan reputasi, kualitas dan 
karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan. (Munawar Kholil,  
2006 : 13). 
 
b. Syarat Pendaftaran Merek 
Syarat suatu merek agar dapat didaftarkan harus memiliki daya 
pembeda dengan produk yang lain maka dari itu merek haruslah suatu 
tanda. Tetapi tidak semua merek yang memiliki daya pembeda dapat 
didaftarkan sebagai suatu merek. Permohonan merek harus diajukan oleh 
pemohon dengan itikad baik hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 
No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemohon merek yang beritikad baik 
adalah pemohon mendaftarkan mereknya tanpa adanya niatan untuk 
membonceng merek lain, menipu, mengecoh, persaingan usaha tidak sehat 
dan dilakukan secara layak serta jujur. 
Menurut Pasal 5 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek 
disebutkan : 
Suatu merek tidak dapat didaftar apabila terdapat unsur-unsur : 
1) Tidak memiliki daya pembeda; 
2) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, kesusilaan sdan ketertiban umum; 
3) Telah menjadi milik umum; atau 
4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya. 
 
Tata cara pendaftaran merek di Indonesia daitur dalam Pasal 7 
Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang isinya sebagai 
berikut :  
1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
kepada direktorat Jenderal dengan mencantumkan : 
a) Tanggal, bulan dan tahun; 
b)  Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 
c)  Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan   
melaui kuasa; 
d)  Warna - warna apabila merek yang diajukan pendaftarannya 





e)  Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama 
kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 
3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari 
satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan 
hukum. 
4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. 
5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon 
yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua 
nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat 
sebagai alamat mereka. 
6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon 
yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan 
tertulis dari para pemohon yang melampirkan. 
7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani 
oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. 
8) Kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) adalah 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 
9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan 
Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan 
Keputusan Presiden. 
10) Pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 Tahun sejak 
tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan dapat 
diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sebelum masa berlaku 
merek habis. Permohonan perpanjangan perlindungan merek 
diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. 
 
Hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan, menurut Pasal 40 ayat 
(1) Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, merek dapat beralih 





5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. 
 





Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 
Merek, jangka waktu perlindungan Merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak 
tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat 
diperpanjang. Adapun ketentuan tentang jangka waktu perpanjangan 
merek terdaftar diatur dalam Pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang -Undang 
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 
tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa : 
1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan 
perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. 
2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis oleh pemilik merek dan kuasanya dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka 
waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut. 
3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan kepada Direktorat Jenderal. 
 
Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 
terdaftar tersebut bisa disetujui atau ditolak. Pasal 35 Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa permohonan 
perpanjangan disetujui apabila : 
1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 
sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan, 
2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud diatas masih diproduksi dan 
diperdagangkan. 
 
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 
menyebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 
terdaftar ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila : 
1) Permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. 
2) Merek tersebut mempunyai persaman pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Psal 6 







3. Tinjauan tentang Hukum Desain Industri 
a. Sejarah dan Pengertian Hak atas Desain Industri 
Berkembangnya dunia perdagangan sangat erat kaitannya dengan 
pembangunan di bidang ekonomi yang difokuskan dalam bidang industri. 
Untuk mengimbangi kemajuan tersebut diperlukan suatu perangkat hukum 
yang mampu mengantisipasi kemajuan dunia perdagangan tersebut. Salah 
satunya adalah perangkat hukum yang mengatur tentang Desain Industri. 
Pengaturan tentang desain industri di Indonesia sebagai konsekwensi 
diratifikasinya TRIPs, Dalam peraturan Perundang -undangan Indonesia 
Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri. Undang-undang ini disahkan Pemerintah pada 
bulan Desember tahun 2000 dan merupakan Undang-Undang mengenai 
desain yang pertama dimiliki oleh Negara Indonesia. 
Desain Industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi 
atau komposisi garis -garis atau warna-warna atau garis tiga dimensi 
yang dfapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang 
atau komoditi industri dan dapat dipakai sebagai poila untuk 
mempreoduksi barang atau komoditi industri dan dapat dipakai 
sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri 
secara masal (Henry Soelistyo dalam Ranti Fauza Mayana 2004 : 12). 
 
Pengertian Desain Industri menurut Pasal 1 Undang-undang No 31 
Tahun 2001 tentang Desain Industri adalah : 
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 
atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang 
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan 
estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 
komoditas industri, atau kerajinan tangan. 
 
Dapat diartikan bahwa bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah 
sebagai berikut : 
1) Kreasi berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua 





2) Memberikan kesan estetis 
3) Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas 
industri, atau kerajinan tangan. 
 
World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan 
definisi yang terperinci mengenai desain Industri sebagai berikut : 
“any composition of lines or colours or anythere dimensional 
form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be 
an industrial design, provided that such composition or forms give a 
special appearance to a product of industri or handycraft and can 
serve a pattern for a product of industri or handycraft” (WIPO dalam 
Ranti fauza Mayana 2004 : 51). 
 
Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Desain Industri, Hak 
desain industri adalah hak khusus (Exclusive right) yang diberikan oleh 
Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk 
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau 
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 
Sedangkan menurut Pasal 9 ayat 1 Undang -Undang Desain Industri, 
pendesain mempunyai hak khusus untuk melaksanakan hak desain industri 
yang dimilkinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 
membuat , memakai, menjual, atau mengimpor produk yang diberi hak 
Desain Industri. Menurut pasal 6 ayat (1) menyatakan bahawa yang berhak 
memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak 
tersebut dari pendesain. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa 
dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak 
desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali apabila 
diperjanjikan lain. 
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri disebutkan : 
Apabila suatu desain industri dibuat dalam suatu hubungan dinas 
dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka yang 





atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali apabila 
diperjanjikan lain diantara para pihak dengan tidak mengurangi hak 
pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke 
luar hubungan dinas. 
 
b. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Desain Industri 
Pasal  11 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri menyebutkan bahwa Pendaftaran hak desain industri dapat 
diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI dengan membayar sejumlah 
biaya. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. Dan harus ditandatangani pemohon atau kuasanya serta harus 
memuat : 
1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan. 
2) Nama dan kewarganegaraan Pendesain 
3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon 
4) Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan oleh 
kuasa. 
5) Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali dalam hal 
permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
Permohonan Desain Industri tersebut harus dilampiri dengan : 
1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang 
dimohonkan pendaftarannya. 
2) Surat kuasa khusus dalam hal pengajuan diajukan melalui kuasa. 
3) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan 
pendaftarannya adalah miliknya. 
Adapun pendaftaran terhadap Hak Desain Industri juga harus 
memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Novelty (new or original) desain tersebut  bersifat baru serta 
orisinal dan bukan tiruan. 






3) Tidak termasuk pengecualian untuk mendapatkan hak desain. 
Diantara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah 
bila desain tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah didaftarkan 
lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
4) Apakah pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut hak 
desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut (Ranti Fauza 
Mayana 2004 : 67) 
 
c. Pengalihan Hak Desain Industri 
Mengenai pengalihan hak desain industri diterangkan dalam Pasal 31 
ayat (1) Undang-Undang Desain Industri yang berbunyi : 




4) Perjanjian tertulis; atau 
5) Sebab -sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – 
undangan. 
 
Lebih jauh diterangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Desain 
Industri bahwa pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak 
pendesain untuk tetap dicantumkan nama serta identitasnya dalam 
Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam 
Daftar Umum Desain Industri. 
 
d. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Desain Industri menyebutkan bahwa perlindungan terhadap Hak Desain 
Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak 
tanggal penerimaan. 
Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 





jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat 
dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi 
Desain Industri. 
 
4. Tinjauan tentang Efektifitas Penegakan Hukum Merek dan Desain 
Industri di Indonesia 
a. Berlakunya Hukum Secara Efektif dalam Masyarakat 
Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum diharapkan untuk 
mampu mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hukum 
diartikan sebagai peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang 
dibuat oleh badan yang berlegitimasi. Hukum bertujuan untuk mengatur dan 
membatasi perilaku masyarakat demi tercapainya ketertiban umum. 
Salah satu produk hukum yang tertulis adalah Undang-Undang yang 
merupakan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dalam 
proses pembuatannya harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada 
mulai dari proses perencanaan, pembuatan, pengesahan hingga 
perundangan. 
Tentang berlakunya hukum dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 
tiga hal (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Soleman B. 
Taneko, 1993 : 47) yaitu : 
1) Berlakunya hukum secara filosofis, yaitu apabila hukum tersebut 
sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. 
2) Berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans 
Kelsen) atau apabila terbentuknya hukum menurut tata cara yang 
telah ditetapkan (W.Zevenbergen) 
3) Berlakunya hukum secara sosiologis, apabila kaidah hukum 
tersebut efektif artinya kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan) atau kaidah tadi 






b. Efektifitas Penegakan Hukum Merek dan Desain Industri 
Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu 
keniscayaan bagi semua negara termasuk Indonesia. Diantara yang perlu 
mendapat perhatian khusus adalah merek dan desain industri. Setiap orang 
wajib menghormati hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari 
pikiran dan daya kreasi orang lain. Hak Kekayaan Intelektual dilindungi 
oleh Undang-Undang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan bidang dan 
klasifikasinya. Hak ini tidak boleh dipergunakan oleh orang lain tanpa ijin 
dari pemilik hak kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. 
Peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual 
yang dimiliki oleh Negara Indonesia saat ini diantaranya adalah : Undang-
Undang No 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 
Undang-Undang No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-
Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No 32 
tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No 
14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang 
Merek, Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
Penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan 
baik melalui jalur hukum pidana maupun perdata. Pada dasarnya penegakan 
hukum atas HKI adalah bertujuan untuk menjadikan masyarakat sadar 
terhadap Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang berfungsi 
untuk mewujudkan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya 
pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut dapat 
diproses secara hukum dan jika terbukti melakukan pelanggaran dapat 
dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 Realitas yang terjadi dalam masyarakat adalah banyaknya 
permasalahan yang menyangkut Hak atas Merek dan Desain Industri, 
walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 





Merek. Masalahnya adalah sampai sejauh mana Pemerintah dan masyarakat 
dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan Undang-Undang 
tersebut. Kesulitan yang terjadi adalah terkait dengan faktor budaya 
masyarakat yang masih belum mengenal perlindungan HKI. Masyarakat 
Indonesia masih bersifat komunal yang cenderung tidak mendorong 
tumbuhnya kreatifitas dan inovasi dalam berkarya. Kenyataan ini tidak 
dapat dipungkiri dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat 
mengubah cara pandang tersebut. 
Untuk mengefektifkan penegakan hukum merek dan desain industri 
diperlukan adanya suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang 
saling mempengaruhi dalam mewujudkan sinergi untuk mencapai tujuan 
diundangkannya Undang-Undang tentang Merek dan Undang-Undang 
tentang Desain Industri. Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi 
suatu penegakan hukum adalah sebagai berikut : 
1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang – undangan 
Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara 
sengaja oleh badan yang berlegitimasi untuk dijadikan sumber tatanan 
sosial yang bersifat mengikat. Peraturan tersebut mengenai bidang- 
bidang kehidupan tertentu yang harus dibuat secara sistematis agar dapat 
dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu substansi peraturan perundang 
-undangan harus padat, tidak berbelit-belit, bahasanya mudah dipahami. 
2) Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerima hukum. Penegak hukum harus dapat mengefektifkan 
penegakan hukum. Pihak yang membentuk hukum merupakan pihak atau 
badan yang dalam peranannya membuat peraturan perundangan. 
Sedangkan pihak yang menerima hukum merupakan pihak atau badan 
yang menerapkan dan menegakkan hukum tersebut. Penegak hukum 





strata atas, menengah, dan bawah yang melaksanakan tugasnya harus 
mempunyai suatu pedoman yaitu peraturan tertulis yang mencakup ruang 
lingkup tugas-tugasnya tersebut.  
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan 
untuk dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan 
sasaran, disamping mampu menjalankan peranan yang dapat diterima 
oleh mereka. Golongan panutan harus mampu memilih waktu dan 
lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau 
kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang 
baik. Selain itu golongan panutan harus mampu memanfaatkan unsur - 
unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari 
golongan sasaran atau masyarakat luas. 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai 
sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam 
mencapai maksud dan tujuan, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu 
maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 
Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya 
Manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup, dan lain sebagainya. Apabila hal - hal tersebut dipenuhi, maka 
penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. 
 
4) Faktor Masyarakat 
Masyarakat merupakan himpunan kesatuan baik individu ataupun 
kelompok yang memilki kebudayaan yang mereka anggap sama. 
Masyarakat merupakan subyek hukum  sehingga efektifitas berlakunya 





Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat 
sangat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 
5) Faktor Kebudayaan 
Hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem 
kemasyarakatan) mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. 
Kebudayan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai - nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai - nilai yang merupakan konsepsi - 
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan 
apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 
Hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, 
yaitu merupakan konkretisasi dari nilai - nilai budaya suatu 
masyarakat. Istilah budaya hukum diperkenalkan oleh Friedman 
untuk menunjukkan suatu kekuatan sosial yang ikut menentukan 
terhadap bekerjanya sebuah sistem hukum. Faktor sosial tersebut 
dapat mendukung atau menghambat bekerjanya sistem hukum, hal 
tersebut tergantung pada unsur adat istiadat, nilai dan sikap 
masyarakat berkaitan dengan hukum. (Soerjono Soekanto, 1982 : 5) 
 
Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan 
esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektifitas 
penegakan hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum merek dan hukum 
desain industri dapat terjadi dengan adanya penegakan hukum. 
 
5. Tinjauan tentang Perkembangan Perusahaan Rokok di Indonesia 
Industri adalah suatu unit produksi yang melakukan kegiatan mengubah 
barang dasar (bahan baku / bahan mentah) menjadi barang jadi atau dari barang 
yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya (BPS, 1999 : 
22). Dalam program pembangunan nasional, sub sektor industri merupakan 
salah satu bagian dalam bidang pembangunan sektor ekonomi jangka panjang 





seimbang dengan titik berat pada sektor industri yang di dukung oleh pertanian 
yang tangguh. Pembangunan sub sektor tersebut juga ditujukan untuk 
memperluas kesempatan kerja, menyediakan barang, dan jasa yang berkualitas 
serta untuk menunjang pembangunan pada sektor-sektor lainnya. 
Industri rokok merupakan Industri penting di Indonesia yang mampu 
menyerap ratusan ribu tenaga kerja, dan mampu menyumbangkan pendapatan 
kepada Negara berupa cukai tembakau yang jumlahnya cukup besar dan selalu 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Rokok kretek merupakan produk utama perusahaan rokok yang ada di 
Indonesia dan merupakan produk rokok khas Indonesia yang terdiri dari 
beberapa campuran resep diantaranya adalah : Tembakau, cengkeh dan saus/ 
flavor. Rokok inilah yang membedakan rokok Indonesia dengan rokok dari 
daerah lain dengan citarasa cengkeh yang khas. 
Kisah kretek bermula dari kota Kudus. Tak jelas memang asal-usul yang 
akurat tentang rokok kretek. Menurut kisah yang hidup dikalangan para pekerja 
pabrik rokok, riwayat kretek bermula dari penemuan Hadji Djamhari pada 
kurun waktu sekitar akhir abad ke-19. Awalnya, penduduk asli Kudus ini 
merasa sakit pada bagian dada. Ia lalu mengoleskan minyak cengkeh dan 
setelah itu, sakitnya pun reda. Djamhari lantas bereksperimen merajang 
cengkeh dan mencampurnya dengan tembakau untuk dilinting menjadi rokok. 
Lambat laun rokok penemuannya inipun dapat diterima oleh masyarakat. 
Nitisemito adalah pribumi pertama yang mendirikan perusahaan rokok 
kretek merek Bal Tiga. Julukan ini akhirnya menjadi merek resmi dengan 
tambahan Nitisemito (Tjap Bal Tiga H.M. Nitisemito). Bal Tiga resmi berdiri 
pada 1914 di Desa Jati, Kudus. Setelah 10 tahun beroperasi, Nitisemito mampu 
membangun pabrik besar diatas lahan 6 hektar di Desa jati. Ketika itu, di 
Kabupaten Kudus telah berdiri 12 perusahaan rokok besar, 16 perusahaan 
menengah, dan tujuh pabrik rokok kecil (gurem). Diantara pabrik besar itu 





Delima), H. Ali Asikin (merek Djangkar), Tjoa Khang Hay (merek Trio), dan 
M. Sirin (merek Garbis & Manggis). 
Sejarah mencatat Nitisemito mampu mengomandani 10.000 pekerja dan 
memproduksi 10 juta batang rokok per hari 1938. Kemudian untuk 
mengembangkan usahanya, ia menyewa tenaga pembukuan asal Belanda. 
Pasaran produknya cukup luas, mencakup kota-kota di Jawa, Sumatera, 
Sulawesi, Kalimantan bahkan ke Negeri Belanda sendiri. Ia kreatif 
memasarkan produknya, misalnya dengan menyewa pesawat terbang Fokker 
seharga 200 gulden saat itu untuk mempromosikan rokoknya ke Bandung dan 
Jakarta. 
Kretek juga merambah Jawa Barat. Di daerah ini pasaran rokok kretek 
dirintis dengan keberadaan rokok kawung, yakni kretek dengan pembungkus 
daun aren. Pertama muncul di Bandung pada tahun 1905, lalu menular ke 
Garut dan Tasikmalaya. Rokok jenis ini meredup ketika kretek Kudus 
menyusup melalui Majalengka pada 1930-an, meski sempat muncul pabrik 
rokok kawung di Ciledug Wetan. 
Sedangkan di Jawa Timur, industri rokok dimulai dari rumah tangga pada 
tahun 1910 yang dikenal dengan PT. HM Sampoerna. Tonggak perkembangan 
kretek dimulai ketika pabrik-pabrik besar menggunakan mesin pelinting. 
Tercatat PT. Bentoel di Malang yang berdiri pada tahun 1931 yang pertama 
memakai mesin pada tahun 1968, mampu menghasilkan 6000 batang rokok per 
menit. PT. Gudang Garam, Kediri dan PT HM Sampoerna tidak mau 
ketinggalan, begitu juga dengan PT Djarum, Perusahaan Rokok (PR) Djamboe 
Bol, Nojorono dan Perusahaan Rokok (PR) Sukun di Kudus. 
Perkembangan selanjutnya terdapat empat kota penting yang 
menggeliatkan industri kretek di Indonesia; Kudus, Kediri, Surabaya dan 
Malang. Industri rokok di kota ini baik kelas kakap maupun kelas gurem 
memiliki pangsa pasar masing masing. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kretek).  
Kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi kemajuan yang sangat pesat 





terlalu berpengaruh dalam kegiatan industri tersebut. Pada Tahun 1994 
penerimaan Negara dari cukai rokok saja mencapai Rp 2,9 triliun, Tahun 
1996 meningkat lagi menjadi Rp 4,153 triliun bahkan pada tahun 1997 
yang merupakan awal dari krisis ekonomi penerimaan cukai negara dari 
industri rokok menjadi Rp 4,792 triliun dan tahun 1998 melonjak lagi 
menjadi Rp 7,391 triliun (Indocommercial, 1999: 1). 
 
Perkembangan rokok kretek Indonesia dimulai di Kudus pada tahun 1890 
kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Jawa Tengah antara lain 
Magelang, Surakarta, Pati, Rembang, Jepara, Semarang juga ke Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Gatra, 2000: 54). Perkembangan industri rokok di 
Indonesia ditandai dengan lahirnya perusahaan rokok besar yang menguasai 
pasar dalam industri ini, yaitu PT. Gudang Garam,Tbk yang berpusat di Kediri, 
PT. Djarum yang berpusat di Kudus, PT.HM Sampoerna, Tbk yang berpusat di 
Surabaya, PT. Bentoel yang berpusat di Malang dan PT. Nojorono yang 
berpusat di Kudus. 
Secara khusus, di Kabupaten Kudus Industri rokok menempati urutan 
teratas. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS : 
 Tercatat perusahaan industri besar dan sedang di kabupaten Kudus tahun 
2006 tercatat sebanyak 209 perusahaan dengan menyerap 91.046 orang tenaga 
kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah perusahaan 
mengalami peningkatan sebesar 41,22 persen. Sedangkan untuk jumlah tenaga 
kerjanya mengalami peningkatan sebesar 22,29 persen. Sedangkan dilihat dari 
jenis komoditi, perusahaan industri tembakau masih mendominasi dengan 
33,97 persen dari jumlah usaha industri besar dan sedang. (BPS,2007 : 322). 
 
6. Tinjauan Umum tentang Usaha Menengah Kecil 
Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai 
kurang lebih 200 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar ini maka 
Indonesia mengalami dampak dari jumlah penduduk ini. Dampak yang nyata 
adalah tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan. 
Masalah pengangguran dapat diatasi dengan tersedianya lapangan 





Usaha Kecil Menengah merupakan unit usaha yang mampu memberikan 
kontribusi yang nyata dalam mengurangi angka pengangguran. Ini dapat dilihat 
dari jumlah unit usahanya yang menyebar ke berbagai sektor dan menyentuh 
masyarakat lapisan bawah, terutama di daerah pedesaan. Keberadaan Usaha 
Kecil Menengah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam 
menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. 
Usaha Kecil Menengah dapat berbentuk perusahaan-perusahaan kecil dan 
menengah. Jenis usahanya adalah berbagai macam usaha di bidang 
perekonomian yang meliputi berbagai bidang, seperti: bidang perindustrian, 
bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan (pembiayaan). Menurut 
Abdul Kadir Muhammad : 
Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun 
dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang 
dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, 
persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis 
perusahaan. Dengan demikian suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam 
arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: 
a. dalam bidang perekonomian; 
b. dilakukan oleh pengusaha; dan 
c. tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Abdul Kadir 
Muhammad, 2002:8) 
 
Menurut jumlah pemilik,, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan 
perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan 
dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan 
dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam 
satu persekutuan. 
Bentuk dari Usaha Kecil Menengah pada umumnya adalah perusahaan 
perseorangan. Dalam praktek, perusahaan perseorangan merupakan bentuk 





Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk perusahaan dimana 
pemilik adalah perseorangan yang melakukan perusahaan untuk 
mendapatkan laba. Modal perusahaan perseorangan berasal dari 
perseorangan, yaitu dari pemilik perusahaan itu sendiri. Pemisahan modal 
perusahaan dari kekayaan pribadi pada perusahaan perseorangan dalam 
likuidasi tidak ada artinya. Karena segala kekayaan pemilik menjadi 
tanggungan atau jaminan dari semua hutang. Perusahaan perseorangan 
mempunyai tanggungjawab tidak terbatas (Jamal Wiwoho, 2007:39). 
 
Definisi mengenai Usaha kecil dan Usaha Menengah dapat ditemukan 
dalam rumusan undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 
Pemberdayaan Usaha Menengah. 
Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil : 
(1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 
c. milik Warga Negara Indonesia; 
d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 
maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 
e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, 
termasuk koperasi. 
 
Sedangkan pengertian Usaha Menengah menurut Instruksi Presiden 
Nomor 10 Tahun 1999 Pemberdayaan Usaha Menengah adalah: 
Pelaksanaan Instruksi Presiden ini diselenggarakan dengan 
memberlakukan kriteria usaha menengah sebagai berikut: 
(1) memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 





l0.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha; 
(2) milik warga negara Indonesia; 
(3) berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik 
langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; 
(4) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum. 
 















Gambar 3. Kerangka pemikiran 
 
Keterangan : 
Berdasarkan alur berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Kudus 
merupakan salah satu  kabupaten penghasil rokok kretek terbesar di Indonesia. 
Di daerah Kudus terdapat berbagai macam perusahaan rokok baik skala besar, 
kecil maupun menengah. Dalam proses produksi dan pemasarannya, merek dan 
desain industri memainkan peranan yang penting didalamnya. Pengusaha rokok 
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Tahun 2001 tentang Merek 
Undang-Undang Nomor 31 
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antara satu dengan yang lain saling bersaing untuk memasarkan produknya. 
Yang menjadi masalah adalah terkadang terjadi persaingan usaha tidak sehat 
diantaranya adalah pemalsuan merek, penjiplakan desain industri serta tindakan 
passing off  (pemboncengan ketenaran) terhadap suatu merek dan desain 
industri. 
Perusahaan rokok menengah dan kecil adalah kelompok yang rentan 
terhadap tindakan pelanggaran terhadap merek dan desain industri. Kelompok 
ini relatif belum terlindungi merek dan desain industri miliknya. Selain itu 
kelompok ini juga dianggap rawan melakukan pelanggaran merek dan desain 
industry. Penulis mencoba meneliti pelaksanaan hukum merek dan desain 
industri di kalangan pengusaha rokok menengah kecil dengan acuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal merek peraturan yang diajadikan 
acuan adalah Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan 
untuk Desain Industri mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri. 
Berdasarkan Undang-Undang diatas penulis melakukan penelitian terhadap 
pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus untuk mengetahui 
pelaksanaan hukum merek dan desain industri, apakah sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selain itu juga dapat diketahui 
apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus dalam melaksanakan hukum merek dan desain industri. Serta 
dapat dicarikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan oleh 
pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus dalam melaksanakan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus 
 
1. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Kudus 
Kabupaten Kudus terletak di Bagian utara Propinsi Jawa Tengah, 
tepatnya terletak antara 110º36’ dan 110º50’ Bujur Timur dan antara 6º 51’ dan 
7º16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari 
utara ke selatan 22 km. Merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil di 
Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 Kecamatan, 123 Desa dan 9 
kelurahan, serta 701 Rukun Warga (RW), 3.662 Rukun Tetangga (RT) dan 363 
Dukuh/Lingkungan. 
Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2007 tercatat sebesar 
747.488 jiwa, terdiri dari  369.884 jiwa laki-laki (49,48 persen) dan 377.604 
jiwa perempuan (50,52 persen). Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima 
tahun (2003-2007) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan 
jumlah penduduk. Pada tahun 2007 tercatat sebesar 1.758 jiwa setiap satu kilo 
meter persegi. Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata, 
Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 8.748 jiwa per 
km2. Kecamatan Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 941 jiwa 
per km2. 
Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian 
Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 65,33 persen terhadap PDRB 
Kabupaten Kudus. Berdasarkan data BPS tercatat perusahaan industri besar dan 
sedang di kabupaten Kudus tahun 2006 tercatat sebanyak 209 perusahaan 
dengan menyerap 91.046 orang tenaga kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya jumlah perusahaan mengalami peningkatan sebesar 41,22 persen. 
Sedangkan untuk jumlah tenaga kerjanya mengalami peningkatan sebesar 
22,29 persen. Sedangkan dilihat dari jenis komoditi, perusahaan industri 





besar dan sedang, diikuti industri pakaian jadi sebesar 20,57 persen, Industri 
penerbitan/percetakan 9,57 persen, dan industri makanan/minuman sebesar 
8,13 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri 
tembakau/rokok yaitu sebesar 77,75 persen diikuti industri kertas 5,07 persen 
dan penerbitan 4,14 persen. Menurut data PPRK, produksi rokok (SKT, SKM 
& Klobot) di Kabupaten Kudus tahun ini mengalami peningkatan sebesar 4,40 
persen di bandingkan tahun sebelumnya.  
 
Tabel. 1 
Banyaknya Industri Besar dan Sedang 
menurut Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja 
di Kabupaten Kudus Tahun 2006 
 





1 Makanan dan minuman 17 1.061 
2 Pengolahan Tembakau 71 70.791 
3 Tekstil 15 2.081 
4 Pakaian Jadi 43 2.000 
5 Kulit dan olahannya 3 80 
6 Kayu dan olahannya 7 1.462 
7 Kertas dan olahannya 8 4.616 
8 Penerbitan dan percetakan 20 3.771 
9 Industri Kimia dan Jamu 4 1.177 
10 Karet, Plastik dan Olahannya 3 229 
11 Barang Galian Non Logam 3 167 
12 Barang Logam 8 310 
13 Elektronika 7 3.301 
JUMLAH 209 91.046 






Menurut data dari Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku), 
jumlah perusahaan rokok menengah kecil yang tergabung dalam Koperku 




Daftar Perusahaan Rokok Menengah Kecil Anggota KOPERKU  
(Komunitas Perusahaan Rokok Kudus) Tahun 2010 
 
NO. Perusahaan Alamat 
1 PR. PUTRA PANDAWA LIMA Ds. Payaman Kudus 
2 PR. PUTRA PERTAMA SARI Ds. Cendono Kudus 
3 PR. ASAS SUMBER RIZQON Ds. Gulang Kudus 
4 PR. LUMBUNG ARTO Ds. Prambatan Kidul Kudus 
5 PR. JMGG JOYO MULYO Ds. Prambatan Lor Kudus 
6 PR BARITO Ds. Gondosari Kudus 
7 PR. RAJAN NABADI Ds. Karang Malang Kudus 
8 PR. RAHMAN PUTRA Ds. Singocandi Kudus 
9 PR. JEPANG TIMONGGO MAS Ds. Jepang Kudus 
10 PR. ANEKA USAHA Ds. Ngembal Kulon Kudus 
11 PR. KALAM AGUNG  Ds. Prambatan Lor Kudus 
12 PR. PAYUNG MAS Ds. Singocandi Kudus 
13 PR. PRADETA Ds. Gulang Kudus 
14 PR. CENDANA MITRA SEJATI Ds. Burikan Kudus 
15 PR. POKAT JAYA Ds. Prambatan Kidul Kudus 
16 PR. LINDA LESTARI Ds. Prambatan Kidul Kudus 
17 PR. WONG Ds. Gebog Kudus 
18 PR. ADI JAYA Ds. Gulang Kudus 
19 PR. M.H BAROKAH JAYA Ds. Mijen Kudus 





21 PR. HK Ds. Langgar Dalem Kudus 
22 PR. SINTA Ds. Margo Rejo Kudus 
23 PR. KG. ONTHONG Ds. Prambatan Lor Kudus 
24 PR. LAUT BERLIAN Ds. Cendono Kudus 
25 PR. HARGO JIMBANGAN Ds. Prambatan Lor Kudus 
26 PR. DARI MAS Ds. Karangampel Kudus 
27 PR. KLAMPOK & GOR Ds. Prambatan Kidul Kudus 
28 PR. TRAN SENTRA Ds. Prambatan Kidul Kudus 
29 PR. CEMPEDAK Ds. Panjang Kudus 
30 PR. JAYADA Ds. Mlati Kudus 
31 PR. PURIZA JAYA Ds. Dersalam Kudus 
32 PR. SURYA MUKTI ABADI Ds. Gondosari Kudus 
33 PR. HALIM Ds. Gulang Kudus 
34 PR. EKAPRAJA Ds. Tumpang Krasak Kudus 
35 PR. JAYENG RENE Ds. Gulang Kudus 
36 PR. KILAT Ds. Gulang Kudus 
37 PR. PERAHU WARNA JAYA Ds. Gulang Kudus 
38 PR. SELVI JAYA Ds. Sadang Kudus 
39 PR. SYIHAB AJI PUTRA Ds. Lau Kudus 
40 PR. SYIAS AJI PUTRA Ds. Lau Kudus 
41 PR. GAMBANG SUTERA Ds. Dersalam Kudus 
42 PR. CEMARA TUNGGAL Ds. Pangeran Puger Kudus 
43 PR. SANTOSO Ds. Payaman Kudus 
44 PR. PUTRA RM Ds. Bakalan Krapyak Kudus 
45 PR. TAMAN IMPIAN MULIYA Ds. Bakalan Krapyak Kudus 
46 PR. PIALA DUNIA 99 Ds. Dersalam Kudus 
47 PR. WIDO Ds. Singocandi Kudus 








2. Perusahaan Rokok (PR) Barito 
Kabupaten Kudus sebagai salah satu sentra industri di daerah Pantura 
mempunyai peranan sentral dalam perkembangan industri di Indonesia pada 
umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya. Berbagai industri mikro dan 
makro berkembang demikian pesatnya seiring diberlakukanya pasar bebas 
dewasa ini. Salah satu industri penting yang ada di kota Kudus adalah industri 
rokok. Banyak industri rokok berkembang di Kudus, dalam bentuk perusahaan 
rokok home industri maupun perusahaan besar lainya sebagai salah satu motor 
penggerak perekonomian daerah ini. 
PR Barito merupakan salah satu Perusahaan Rokok berskala  menengah  
yang ada di kabupaten Kudus.  Berikut nama serta alamat dari Perusahaan 
Rokok Barito : 
PR BARITO 
Jalan Albisindo Raya no 9 RT 01/V Gebog 
Kudus, Jawa Tengah. Telp (0291) 331 63 51 
E – mail : madjaholic@yahoo.co.id 
 
Perusahaan Rokok Barito berbentuk Perusahaan Perorangan dimana 
Bapak Umar Ali sebagai pemilik perusahaan. Perusahaan ini didirikan 10 tahun 
yang lalu tepatnya pada Tahun 2000. Perusahaan ini mulai berkembang 
menjadi salah satu industri rokok menengah yang ada di Kabupaten Kudus. 
Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini memiliki beberapa departemen. 
Berikut ini departemen yang terdapat pada PR Barito : 
1) Corporate Secretary Department 
2) Research and Prosecing Department 
3) Departemen Produksi 
4) Departemen Pemasaran 
5) Departemen Transportasi 
6) Departemen Teknik, dan 






Produk merupakan hasil akhir dari sebuah proses produksi. PR Barito 
memproduksi rokok dengan 4 (empat) merek rokok, diantaranya : 
1) Madja (Sigaret Kretek Tangan) 
2) Madja Urban Pack (Sigaret Kretek Tangan) 
3) Madja Filtro (Sigaret Kretek Mesin) 
4) Filtro Maxx (Sigaret Kretek Mesin) 
 
Jumlah karyawan yang bekerja pada Perusahaan Rokok Barito Kudus 
cukup besar. Saat ini tercatat total 300 orang bekerja pada perusahaan ini. 
Didalamnya termasuk staf kantor, personel security, tenaga pemasaran dan 
sebagian besar adalah buruh pembuat rokok. Dengan jumlah pekerja sebanyak 
itu, PR Barito dapat menjalankan perusahaannya selama ini. 
Pemasaran produk rokok PR Barito telah merambah ke berbagai daerah 
baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa, berikut daerah pemasaran dari PR 
Barito : 






- Jawa Timur 
- Jawa barat 
2) Luar pulau Jawa, meliputi : 











3. Perusahaan Rokok (PR) Klampok & GOR 
Perusahaan Rokok Klampok & GOR adalah salah satu perusahaan rokok 
tua di Kudus. Didirikan pada tahun Tahun 1966, pada awalnya perusahaan 
rokok ini bernama PR Djadi Boeah, lalu pada perkembangannya berubah nama 
menjadi PR Klampok & GOR. Perusahaan ini didirikan pada saat usaha rokok 
di Kabupaten Kudus masih dikuasai oleh para pengusaha poribumi. Didirikan 
oleh Bapak Haji Sunardi di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, 
Kabupaten Kudus. Berikut alamat lengkap dari PR Klampok & GOR : 
 
 
PR KLAMPOK & GOR 
Jalan Jepara No. 19 Prambatan Kidul 
Kudus, Jawa Tengah. Telp (0291) 432 771 Fax. : (0291) 432 771 
 
PR Klampok & GOR adalah perusahaan rokok yang berbentuk 
perusahaan perseorangan yang dipimpin oleh Bapak Wardoyo Sukmo salah 
seorang putra dari pendiri perusahaan ini, yaitu Bapak H. Sunardi. Dalam 
perkembangannya PR Klampok dan GOR mengalami beberapa masa pasang 
surut. Hal ini dikarenakan tidak menentunya kondisi perekonomian. Sempat 
mengalami kejayaan pada masa 1990 an dan mengalami kemunduran pada 
awal tahun 2000an karena maraknya peredaran rokok-rokok ilegal tanpa cukai. 
Perusahaan ini memiliki struktur organisasi dalam menjalankan 
usahanya, diantaranya adalah : 
1) Pimpinan 
2) Wakil Pimpinan 
3) Staf 









Produk-produk yang dihasilkan oleh PR Klampok & GOR ada 4 produk 
diantaranya,adalah : 
1) Klampok Merah 12 (Sigaret Kretek Tangan) 
2) Klampok Merah 10 (Sigaret Kretek Tangan) 
3) Klampok Kuning 12 (Sigaret Kretek Tangan) 
4) Gedung Olah Raga 10 (Sigaret Kretek Tangan) 
Jumlah karyawan dan staf yang bekerja pada PR Klampok & GOR ini 
relatif kecil, jika pada masa kejayannya pada Tahun 1990an bisa 
memperkerjakan sampai 1000 orang karyawan, pada saat ini perusahaan hanya 
memiliki karyawan sejumlah 154 orang. Di dalamnya sudah termasuk staf, 
security dan buruh pembuat rokok. 
Jumlah produksi rokok dari PR Klampok & GOR sebesar 250 Bal rokok 
per minggu atau setara dengan 360.000 batang rokok perminggu / 1.440.000 
batang rokok per bulan. Dan semua produk rokok itu telah dipasarkan ke 
berbagai daerah baik daerah Jawa maupun luar pulau Jawa. Daerah pemasaran 
diantaranya adalah : 
1) Dalam pulau Jawa meliputi : 
- Jawa Tengah  
- Jawa Timur 
- Jawa Barat 
- D.I Yogyakarta 
2) Luar Pulau Jawa meliputi : 
- Daerah Sulawesi 












B. Hasil Penelitian 
 
1. Pelaksanaan Hukum Merek  
Peneliti menyajikan data yang ditemukan di lapangan yaitu tentang 
pelaksanaan hukum merek oleh para pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus apakah sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang – 
Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Bahasan ini juga meliputi 
tentang bagaimana para pengusaha rokok melaksanakan Hukum Merek. 
Penelitian ini tidak mungkin apabila dilakukan dengan cara meneliti 
seluruh populasi yang ada. Peneliti menggunakan metode purposive sampling, 
dimana sample tidak dipilih secara acak (random sampling). Pilihan sample 
diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sample dalam penelitian 
ini adalah dua perusahaan rokok yaitu PR Klampok & GOR dan PR Barito 
serta Persatuan Perusahaan Rokok Kudus. Selain itu juga berupa data yang 
diadapatkan dari Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) serta Komunitas 
Perusahaan Rokok Kudus (Koperku). Sampel tersebut dianggap telah mewakili 
informasi tentang pelaksanaan hukum merek oleh pengusaha rokok menengah 
kecil di Kabupaten Kudus. 
PR Klampok & GOR Kudus mempunyai 4 (empat) merek rokok dan 
semuanya sudah mendapatkan hak atas merek. Pengajuan hak atas merek pada 
produk rokok ini dilakukan dengan tujuan agar merek rokok mendapat 
perlindungan hukum dan menghindari produknya dari tindakan-tindakan 
pelanggaran seperti pemalsuan, passing off (pemboncengan ketenaran) dan 
penjiplakan. Walaupun selama ini pihaknya belum pernah mendapatkan produk 
rokoknya dilanggar. Semua ini dilakukan demi mendapatkan kepastian hukum. 
Pengajuan pendaftaran merek rokok PR Klampok & GOR Kudus ke 
Direktorat Jenderal HKI tidak dilakukan oleh pihak PR Klampok & GOR 
Kudus sendiri, melainkan menggunakan jasa perusahaan jasa AFAPATEN. 
Cara seperti ini dilakukan dengan alasan perusahaan menginginkan 





kuasa, pengajuan, dan proses pendaftaran. Selain itu juga dikarenakan 
keterbatasan pengetahuan dan pemahaman responden terhadap ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek (Hasil wawancara dengan Wardoyo Sukmo, Pimpinan PR Klampok & 
GOR, Selasa 13 Juli 2010, 10.00) 
Minimnya pengetahuan pihak PR Klampok & GOR terhadap ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terutama 
kepada pengusaha rokok (Hasil wawancara dengan Sri Suhermiyati, Staf 
Administrasi PR Klampok & GOR, Selasa 13 Juli 2010, 10.00) 
Perusahaan rokok lain juga mengalami pengalaman hukum yang sama, 
seperti kasus yang terjadi di PR Barito Kudus. Perusahaan rokok ini memiliki 4 
(empat) merek rokok. Keempat merek tersebut tidak didaftarkan ke Dirjen HKI 
karena menurut perusahaan, merek tersebut sudah tercatat pada Kantor Bea dan 
Cukai. Perusahaan beranggapan bahwa dengan tercatanya merek pada kantor 
Bea dan Cukai maka merek tersebut sudah terlindungi. Bagi perusahaan, yang 
terpenting adalah merek sudah terdaftar dan perusahaan dapat berproduksi 
secara legal.  
Pengusaha beranggapan bahwa pengajuan merek ke Dirjen HKI 
prosesnya terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagi 
pengusaha, hal terpenting adalah ketika sudah menemukan produk baru, segera 
dipasarkan dan apabila menunggu lama akan mengganggu fokus promosi dan 
pemasaran. Asalkan bisa berproduksi secara legal dan laku di pasaran itu sudah 
cukup. Pemasukan bagi perusahaan ada, keuntungan mengalir dan roda 
perusahaan bisa jalan adalah tujuan utama dari pengusaha. Perusahaan tidak 
ambil pusing dengan tindakan pelanggaran terhadap merek mereka, karena hal 
itu jarang terjadi, dan apabila terjadi angkanya sangatlah kecil. 
Pendaftaran merek pada praktiknya dapat menelan waktu sampai 2 tahun. 
Waktu yang sangat lama tersebut dirasa memberatkan, para pengusaha rokok 
memilih untuk tidak mendaftarkan mereknya. Bagi pengusaha yang penting 





wawancara dengan Gunardi, Tax and Accounting Staff PR Barito, Kamis 15 
Juli 2010, 09.10) 
Kesulitan yang sama juga dialami oleh PR Klampok & GOR, waktu yang 
dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu merek terlalu lama, selain itu proses 
administrasi juga berbelit-belit sehingga perusahaan ini harus menggunakan 
jasa perusahaan lain yaitu AFAPATEN untuk mengurus segala sesuatu 
berkaitan dengan pendaftaran merek ke Dirjen HKI. 
Sebagian besar Perusahaan Rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus, 
belum mendaftarkan Merek miliknya pada Dirjen HKI, hal ini disebabkan 
karena keterbatasan pengetahuan para pengusaha rokok tersebut, selain itu juga 
karena pengusaha enggan mengikuti prosedur yang rumit, membutuhkan waktu 
yang relatif lama dan biaya yang bagi sebagian pengusaha dianggap 
memberatkan. Selama ini belum pernah ada sosialisasi dari pihak pemerintah 
maupun Dirjen HKI tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 
khususnya pada pengusaha rokok sehingga menyebabkan pengusaha rokok 
buta akan peraturan perundang-undangan. 
Dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan rokok yang tergabung dalam 
Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku), saat ini hanya PR Klampok & 
GOR yang telah mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. Ini disebabkan karena 
pengusaha merasa kesulitan dalam mendaftarkan mereknya, selain itu 
pengusaha masih memiliki pola pikir yang masih tradisional sedangkan HKI 
bersifat Global (Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, Ketua Koperku, 
Minggu 24 Oktober 2010, 16.00 WIB). 
Tindakan yang marak terjadi saat ini adalah tindakan penjiplakan di 
kalangan pengusaha menengah kecil, terjadi saling hantam di kalangan bawah, 
baik itu terhadap sesama pengusaha menengah kecil sendiri maupun 
penjiplakan terhadap merek-merek dan desain kemasan terkenal milik 
perusahaan rokok besar. Kebanyakan yang terjadi adalah penjiplakan secara 
visual baik itu gambar maupun warna. Tetapi kebanyakan kasus tersebut tidak 





berurusan dengan pihak berwajib adalah hal yang sangat merepotkan. Karena 
bagi mereka ibarat menang jadi arang kalah jadi abu (Hasil wawancara dengan 
Danial Falah, Staf Tenaga Kerja PPRK, Selasa 20 Juli 2010, 13.00). 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, 
kenyataan yang terjadi di lapangan adalah, menurut kalangan pengusaha rokok 
aksi saling membajak merek dan desain industri rokok di kalangan pengusaha 
rokok menengah dan kecil adalah hal yang wajar. Selama ini belum ada kasus 
pembajakan merek yang diproses secara hukum. 
 
2. Pelaksanaan Hukum Desain Industri 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan berkaitan 
dengan pelaksanaan hukum desain industri oleh para pengusaha rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus diperoleh hasil sebagai berikut.  
Pelaksanaan hukum desain industri pada PR Klampok & GOR belum 
efektif, hal ini disebabkan karena pengusaha ternyata  tidak mengetahui sama 
sekali akan adanya undang-undang yang mengatur tentang desain industri yaitu 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selama ini 
pengusaha menganggap desain industri adalah satu kesatuan dengan merek 
yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Sehingga pengusaha merasa 
cukup dengan mendaftarkan merek dagangnya saja dengan anggapan desain 
mereka juga akan terlindungi. 
Pengusaha benar-benar tidak mengetahui tentang adanya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  Ketidaktahuan 
pengusaha berakibat tidak ada satupun produk rokok  dari PR Klampok & 
GOR yang didaftarkan desain industrinya ke Direktorat Jenderal HKI sampai 
saat ini (Hasil wawancara dengan Sri Suhermiyati, Staf Administrasi PR 
Klampok & GOR, Selasa 13 Juli 2010, 10.00) 
Pengalaman hukum yang sama juga dialami oleh PR Barito Kudus. 
Perusahaan ini memiliki 4 (empat) buah produk  rokok. Berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap produk dari perusahaan ini, 





tergolong menarik dan dapat dikatakan kreatif. Tetapi, menurut keterangan 
responden, semua desain tersebut tidak didaftarkan ke Dirjen HKI untuk 
mendapatkan hak desain industri. Pengusaha bahkan tidak mengetahui jika 
desain industri diatur oleh suatu Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  
Ketidaktahuan pengusaha terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri diperburuk dengan sikap yang melekat pada 
pengusaha. Pengusaha mempunyai anggapan bahwa desain industri tidak perlu 
didaftarkan karena akan melewati waktu yang lama serta proses yang berbelit-
belit (Hasil wawancara dengan Gunardi, Tax and Accounting Staff  PR Barito, 
Kamis 15 Juli 2010, 09.10) 
Mayoritas perusahaan rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus, belum 
mendaftarkan desain industri miliknya pada Dirjen HKI, ini dapat dilihat dari 
hasil temuan penulis di lapangan, dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan rokok 
anggota Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) belum ada satu 
perusahaan pun yang mendaftarkan desain industrinya. hal ini disebabkan 
karena keterbatasan pengetahuan para pengusaha rokok tersebut, selain itu juga 
karena pengusaha enggan mengikuti prosedur yang rumit, membutuhkan waktu 
yang relatif lama dan biaya yang bagi sebagian pengusaha dianggap 
memberatkan. Selama pengusaha belum pernah mendengar adanya sosialisasi 
dari pihak pemerintah maupun Dirjen HKI tentang Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya pada pengusaha rokok. (Hasil 
wawancara dengan Bapak Rusdi, Ketua Koperku, Minggu 24 Oktober 2010, 
16.00 WIB). 
Kenyataan yang terjadi saat ini adalah tindakan penjiplakan di kalangan 
pengusaha menengah kecil marak terjadi, tindakan saling hantam di kalangan 
bawah, baik itu terhadap sesama pengusaha menengah kecil sendiri maupun 
penjiplakan terhadap merek-merek dan desain kemasan terkenal milik 
perusahaan rokok besar. Kebanyakan yang terjadi adalah penjiplakan secara 
visual baik itu gambar maupun warna. Tetapi kebanyakan kasus tersebut tidak 





berurusan dengan pihak berwajib adalah hal yang sangat merepotkan. Karena 
bagi mereka ibarat menang jadi arang kalah jadi abu (Hasil wawancara dengan 
Daniyal Falah, Staf Tenaga Kerja PPRK, Selasa 20 Juli 2010, 13.00) 
 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Merek dan 
Desain Industri oleh Pengusaha Rokok Menengah Kecil di Kabupaten 
Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa 
ketiadaan pendaftaran merek dan desain industri disebabkan oleh beberapa 
faktor sebagai berikut : 
a. Faktor Internal 
Adalah faktor yang muncul dari pihak pengusaha rokok menengah kecil 
di Kabupaten Kudus sendiri, faktor-faktor tersebut adalah sebagai 
berikut :  
1) Rendahnya Pengetahuan Pengusaha terhadap Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  
Rendahnya pengetahuan pengusaha terhadap Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dilihat pada PR 
Klampok & GOR. Perusahaan ini walaupun merek dan produknya 
sudah didaftarkan ke Dirjen HKI, tetapi dalam proses pendaftaran 
tersebut, perusahaan menggunakan jasa sebuah perusahaan 
pelayanan jasa, hal ini dikarenakan pihak perusahaan  tidak 
sepenuhnya paham tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek. 
Mengenai Desain Industri PR Klampok & GOR tidak 
mendaftarkan desain industrinya ke Dirjen HKI karena memang 
benar-benar tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri.  Pengalaman hukum yang sama 





tidak mengetahui  bahwa Desain Industri diatur dalam suatu undang-
undang tersendiri. Dari ketidaktahuan itulah perusahaan tidak 
mendaftarkan desain industrinya ke Dirjen HKI. 
 
2) Keterbatasan Dana dalam Mendaftarkan Merek dan Desain Industri. 
Faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran Merek 
dan Desain Industri bagi pengusaha menengah kecil dirasa masih 
memberatkan. Keterbatasan dana dalam mendaftarkan merek dan 
desain industri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
pelaksanaan hukum merek dan desain industri tidak efektif. 
Menurut Daniyal Falah, pengusaha rokok menengah kecil 
umumnya enggan untuk mendaftarkan merek dan desain industrinya. 
Keengganan pengusaha tersebut dikarenakan pengusaha enggan 
mengikuti prosedur yang rumit, membutuhkan waktu yang relatif 
lama dan biaya yang bagi sebagian pengusaha dianggap 
memberatkan (Hasil wawancara dengan Daniyal Falah, Staf Tenaga 
Kerja PPRK, Selasa 20 Juli 2010, 13.00). 
 
b. Faktor Eksternal 
Adalah faktor yang berasal dari luar pengusaha rokok menengah kecil 
di Kabupaten Kudus, faktor -faktor tersebut adalah sebagai berikut :  
1) Proses Administrasi yang Rumit dan Membutuhkan Waktu yang 
Lama 
Salah satu alasan mengapa pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus enggan mendaftarkan merek serta desain industri 
miliknya dikarenakan prosesnya yang rumit serta waktu yang 
dibutuhkan terlalu lama. 
Menurut Gunardi, pendaftaran merek pada praktiknya 
menghabiskan waktu sampai 2 tahun. Proses ini dirasa 
memberatkan, para pengusaha rokok memilih untuk tidak 





asalkan bisa terus berproduksi dan mendapatkan keuntungan itu 
sudah cukup (Hasil wawancara dengan Gunardi, Tax and Accounting 
Staff  PR Barito, Kamis 15 Juli 2010, 09.10). 
Pihak perusahaan merasa keberatan jika harus mendaftarkan 
merek dan desain industrinya, karena waktu yang dibutuhkan terlalu 
lama, selain itu proses administrasi juga berbelit-belit. Proses 
pendaftaran tersebut dapat menguras tenaga, waktu dan biaya 
perusahaan. 
2) Sarana dan Fasilitas yang Kurang Mendukung 
Sarana dan fasilitas adalah salah satu faktor penting yang 
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Desain Industri. Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang 
dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, 
para pengusaha mengeluhkan tentang tidak tersedianya sarana 
pendaftaran merek dan desain industri yang dapat dijangkau dengan 
mudah oleh pengusaha rokok. Selama ini untuk mengurus keperluan 
HKI khususnya Merek dan Desain Industri harus dilakukan di 
Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang terletak di Ibukota Propinsi 
(Semarang). Hal ini dirasa memberatkan pengusaha khususnya 
pengusaha menengah kecil. 
3) Rendahnya Peran Penegak Hukum 
Penegak hukum yang seharusnya memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait aturan-aturan tertentu ternyata belum 
menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 
Selama ini belum ada penyuluhan dan sosialisasi tentang 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta 





kepada pengusaha rokok, baik itu dari pihak Pemerintah Daerah 
maupun dari pihak Dirjen HKI. 
Disamping itu, menurut responden, rendahnya kepercayaan 
masyarakat terhadap peran penegak hukum terkait dengan 
penegakan hukum di bidang HKI juga menjadi alasan tidak 
efektifnya pelaksanaan hukum merek dan desain industri. Pengusaha 
rokok beranggapan bahwa dengan terdaftarnya merek dan desain 
Industri miliknya belum tentu dalam prakteknya nanti merek dan 





1. Pelaksanaan Hukum Merek dan Desain Industri oleh Pengusaha Rokok 
Menengah Kecil di Kabupaten Kudus 
Bagian ini berisi tentang uraian pembahasan temuan di lapangan yaitu 
tentang pelaksanaan hukum merek dan desain industri oleh para pengusaha 
rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus apakah sudah sesuai dengan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Peneliti 
menyajikan dan membahas data yang diperoleh di lapangan yang meliputi 
tentang bagaimana para pengusaha rokok melaksanakan Hukum Merek dan 
Hukum Desain Industri. 
Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dalam 
hal ini adalah pengusaha rokok mempunyai arti yang sangat penting, 
pelaksanaan yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk 
menciptakan ketertiban dan ketentraman. Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang 
Desain Industri bukan hanya sekedar kata-kata yang tidak mempunyai makna 





Pelaksanaan hukum dapat berlangsung apabila ada kesadaran hukum 
dalam masyarakat, bahwa masyarakat memang benar-benar sadar bahwa 
hukum itu sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang 
sebaiknya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena adanya penegakan 
hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat 
Negara. 
Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, 
tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau 
sepantasnya.  
Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum menurut 
B.Kutschincky : 
a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law 
awareness) 
b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law 
acquintance) 
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) 
d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour). (Soerjono 
Soekanto,1982 : 159). 
 
Indikator-indikator diatas menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu 
mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, seseorang dikatakan 
mempunyai kesadaran hukum yang rendah apabila ia hanya mengetahui 
hukum, apabila seseorang sudah berprilaku sesuai hukum maka ia memiliki 
kesadaran hukum yang tinggi. 
Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi dengan adanya penegakan hukum. 
Untuk mengefektifkan penegakan hukum merek dan desain industri diperlukan 
adanya suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling 
mempengaruhi dalam mewujudkan sinergi untuk mencapai tujuan 
diundangkannya Undang-Undang tentang Merek dan Desain Industri.  
Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi suatu 
penegakan hukum adalah sebagai berikut : 
a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan 
b. Faktor penegak hukum 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
d. Faktor masyarakat  






a. Pelaksanaan Hukum Merek  
Hukum Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang ini lahir untuk menyikapi 
perkembangan perdagangan dan industri yang pesat di era globalisasi ini, 
sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi 
Indonesia. Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga 
persaingan usaha yang sehat. 
Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek salah satunya adalah untuk mengatur pola-ola 
perikelakuan masyarakat dalam hal ini adalah pengusaha rokok terkait 
dengan merek untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar 
para pengusaha maupun semua pihak yang berhubungan dengan usaha ini 
menaati serta melaksanakan hukum dan memperoleh keadilan, namun 
yang menjadi pertanyaan adalah apakah para pengusaha rokok menengah 
kecil di Kabupaten Kudus sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Merek ataukah belum. 
Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, pelaksanaan hukum 
merek dikalangan pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus 
belum efektif karena masih banyak pengusaha rokok yang tidak 
mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI, ini dapat dilihat dari 47 (empat 
puluh tujuh) perusahaan rokok menengah kecil yang tergabung dalam 
Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) hanya satu perusahaan 
saja yang mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. selain itu pembajakan 
dan pemalsuan merek masih marak dilakukan. Pelaksanaan hukum sangat 
erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan penegakan hukum. 
Dilihat dari indikator-indikator kesadaran hukum dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) Pengetahuan tentang hukum (law awareness) 
Pengetahuan tentang hukum merupakan indikator yang 
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum merek. 





ketentuan hukum diawali oleh pengetahuan mereka tentang 
hukum. 
Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan terhadap hukum 
merupakan kesan di dalam pikiran seseorang mengenai 
peraturan-peraturan hukum tertentu, dengan mendasarkan 
pada pelbagai arti hukum, sebab pengetahuan tentang hukum 
mungkin hanya terbatas pada hukum yang secara langsung 
mengatur kepentingan orang yang bersangkutan. (Soerjono 
Soekanto, 1982:159) 
 
Pendapat di atas, jika dihubungkan dengan kenyataan yang 
terjadi di lapangan, sebagian besar pengusaha rokok menengah 
kecil mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang 
merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek. Tetapi pengetahuan terhadap undang-undang tersebut 
hanya sebatas luarnya saja. Para pengusaha hanya sekedar tahu 
saja, tanpa mengerti apa isi dari undang-undang tersebut. Para 
pengusaha sekedar tahu dari media koran, majalah atau berita di 
televisi. 
 
2) Pengetahuan tentang isi hukum (law acquaintance) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdiri 
dari 16 Bab dan 101 pasal. Para pengusaha rokok menengah kecil 
di Kabupaten Kudus memiliki pengetahuan yang rendah terhadap 
isi dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.  
Pada umumnya seseorang mengetahui isi dari Undang-
Undang Merek karena adanya suatu kepentingan, kepentingan 
tersebut misalnya untuk mendaftarkan merek dagang miliknya 
seseorang harus tahu tata cara pendaftaran yang benar sesuai 
dengan ketentuan undang-undang sehingga mereka mencari 
informasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran merek pada 
Undang-Undang Merek . 
Pengusaha rokok yang mendaftarkan mereknya ke Dirjen 





Merek, hal ini dapat dilihat pada kasus PR Klampok & GOR, 
walaupun sudah mendaftarkan merek dagangnya tetapi tidak 
menjamin bahwa perusahaan ini mengetahui isi dari Undang-
Undang Merek, karena dari hasil wawancara, pengusaha 
mengakui bahwa dalam pendaftaran mereknya menggunakan  jasa 
perusahaan lain karena tidak mengetahui prosedur pendaftaran 
merek, disamping alasan kepraktisan. 
Dengan rendahnya pengetahuan tentang isi hukum dalam hal 
ini adalah hukum merek, maka akan berimbas pula pada 
pelaksanaan hukum merek tersebut. Karena rendahnya 
pengetahuan tentang isi hukum sangat erat kaitannya dengan 
rendahnya kesadaran hukum,dan apabila kesadaran hukum rendah 
maka pelaksanaan hukum juga rendah. 
 
3) Sikap terhadap peraturan hukum (legal attitude) 
Sikap terhadap peraturan hukum adalah keadaan dimana 
seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian 
tertentu terhadap hukum, apakah ia menerima atau tidak 
menerima suatu peraturan hukum untuk mengatur hidupnya.  
Dihubungkan dengan yang terjadi di lapangan, sikap 
pengusaha rokok menengah dan kecil di Kabupaten Kudus 
cenderung tidak menghiraukan Undang-Undang tentang Merek, 
hal ini dapat dilihat dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan rokok 
menengah kecil yang tergabung dalam Komunitas Perusahaan 
Rokok Kudus (Koperku) hanya satu perusahaan saja yang 
mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI, dikarenakan pengetahuan 
terhadap isi hukum yang rendah maka tidak heran jika sikap para 
pengusaha rokok menengah kecil terhadap hukum merek 
cenderung negatif. Para pengusaha rokok enggan untuk 
mendaftarkan mereknya. Mereka beranggapan pendaftaran 





produknya laku di pasaran serta keuntungan mengalir masuk ke 
perusahaan. 
 
4) Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour) 
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa : 
Pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan 
merupakan kriterium pokok akan adanya kepatuhan hukum, 
oleh karena perikelakuan demikian menunjukkan adanya 
persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai yang berlaku 
(Soerjono Soekanto, 1982:273). 
 
Pola-pola perikelakuan hukum para pengusaha rokok dapat 
dikatakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Perilaku 
hukum yang diharapkan disini adalah dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, para 
pengusaha dapat meningkatkan partisipasinya dalam pemakaian 
merek pada produk yang dihasilkan (rokok) dan disertai dengan 
pendaftaran merek tersebut ke Dirjen HKI. Tentu saja merek yang 
didaftarkan adalah merek milik sendiri dan bukan merupakan 
jiplakan merek lain.  
Kenyataan yang terjadi di lapangan, dari 47 (empat puluh 
tujuh) perusahaan rokok menengah kecil yang tergabung dalam 
Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) hanya satu 
perusahaan saja yang mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. 
pengusaha rokok belum berprilaku sesuai hukum. Hal ini bisa 
dilihat pada PR Barito yang sampai saat ini merek dagang 
perusahaannya belum didaftarkan ke Dirjen HKI, dengan alasan 
bahwa proses pendaftaran memakan waktu yang lama dan 
membutuhkan proses yang rumit. Selain itu perusahaan juga tidak 
merasa perlu mendaftarkan merek dagangnya, asalkan mereka 
bisa berproduksi secara legal dan mendapatkan keuntungan, maka 





Hal yang sama juga dapat dilihat pada maraknya tindak 
pelanggaran merek maupun desain kemasan pada perusahaan 
rokok kecil baik itu terhadap merek terkenal maupun sesama 
merek kecil, pelanggaran itu terjadi baik berupa penjiplakan 
merek secara visual maupun secara tekstual. Tetapi yang patut 
disayangkan adalah jarang sekali kasus tersebut diproses secara 
hukum. 
 
Pelaksanaan hukum merek dapat terjadi dengan adanya penegakan 
hukum. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum 
sebenarnya terletak pada komponen-komponen yang mempengaruhinya, 
komponen-komponen tersebut adalah : 
1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan 
Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat 
secara sengaja oleh badan yang berlegitimasi untuk dijadikan 
sumber tatanan sosial yang bersifat mengikat. Peraturan tersebut 
mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yang harus dibuat 
secara sistematis agar dapat dilaksanakan dengan baik, oleh 
karena itu substansi peraturan perundang-undangan harus padat, 
tidak berbelit-belit, bahasanya mudah dipahami. 
Alasan munculnya Undang-Undang Merek sebenarnya 
adalah untuk menyikapi era perdagangan bebas dewasa ini. 
Undang-undang ini memberikan perlindungan pada pengusaha 
agar tercipta iklim persaingan yang sehat. Dengan undang-undang 
ini diharapkan para pengusaha mau mendaftarkan merek ke 
Dirjen HKI untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu 
munculnya Undang-Undang Merek bertujuan untuk mencegah 
penggunaan atau penampilan barang produksi secara tidak sah, 
mendorong para pengusaha untuk berinovasi menciptakan produk 
sehingga dapat menggairahkan iklim usaha di dalam negeri serta 





Sejarah pengaturan merek di Indonesia sudah ada pada 
masa kolonial Belanda, pada masa ini berlaku Reglement 
Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 
Nomor 545 jo. Staatblad 1913 Nomor 214. Berdasarkan Pasal II 
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, aturan ini tetap 
berlaku. Pada tahun 1961 berlaku Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan 
yang sekaligus menggantikan aturan yang lama. Kedua Undang-
Undang tersebut memiliki banyak kesamaan, perbedaannya 
adalah mengenai jangka waktu perlindungan merek yang 
sebelumnya 20 tahun menjadi 10 tahun. 
Pada tahun 1992 lahir Undang-Undang Nomor 19 tahun 
1992 tentang Merek, Undang-Undang ini otomatis menggantikan 
kedudukan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 1961 otomatis tidak berlaku setelah bertahan 
selama 31 Tahun. Ada beberapa perbedaan antara Undang-
Undang merek yang baru dengan Undang-Undang yang lama. 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek 
menerapkan sistem deklaratif atau sistem First to Use Principle, 
sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 
Merek menerapkan sistem First to File Principle atau sistem 
konstitutif dimana hak atas merek diakui dan dilindungi apabila 
merek itu telah terdaftar pada kantor Merek di Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek 
menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 
merek pada tahun 1997. Namun peraturan ini tidak bertahan lama 
karena sebagai konsekwensi dari keterikatan Indonesia untuk 
menyesuaikan perlindungan merek pada standar internasional 
yang termuat dalam TRIPs, dan juga untuk meningkatkan 





Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek diperbaharui lagi dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam 
Undang-Undang ini diatur mengenai indikasi geografis dan 
indikasi asal yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya. 
Sistem pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan sistem Konstitutif, 
yaitu pemegang hak merek adalah pihak yang pertama kali 
mendaftarkan merek, hal ini berbeda dengan sistem deklaratif 
yang menitik beratkan pada pemakai pertama. Sistem pendaftaran 
konstitutif dianggap lebih memberikan kepastian hukum. 
 Pengusaha rokok menengah kecil cukup kesulitan dengan 
sistem konstitutif, karena menurut mereka, ketika merek 
didaftarkan ternyata banyak yang mengalami penolakan oleh 
Dirjen HKI dikarenakan merek yang didaftarkan tersebut 
memiliki kesamaan dengan merek rokok yang sudah dulu 
terdaftar. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran 
merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek adalah 1 Tahun, waktu tersebut dirasa cukup lama oleh 
pengusaha rokok menengah kecil. 
Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek adalah delik aduan. Hal ini 
menyebabkan bertambahnya beban bagi pemilik hak merek untuk 
memantau dan mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran 
oleh pihak lain. Padahal pengusaha rokok menengah kecil belum 
memiliki staf / divisi khusus yang menangani masalah HKI. 
Menurut data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara 
dengan responden, para pengusaha rokok enggan mendaftarkan 
merek dagang miliknya walaupun sebenarnya pendaftaran merek 
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 





Para pengusaha rokok menengah kecil enggan 
mendaftarkan merek serta desain industri produknya disebabkan 
karena : 
a) Kurangnya pengetahuan di kalangan pengusaha 
terhadap Undang-Undang Merek. Kurangnya 
pengetahuan itu meliputi tata cara dan proses pengajuan 
pendaftaran terhadap merek dagang. 
b) Persayaratan administratif yang terlalu rumit dan waktu 
yang dibutuhkan terlalu lama, hal ini dirasa cukup 
memberatkan para pengusaha. 
 
2) Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk 
maupun yang menerima hukum. Penegak hukum harus dapat 
mengefektifkan penegakan hukum. Pihak yang membentuk 
hukum merupakan pihak atau badan yang dalam peranannya 
membuat peraturan perundangan. Sedangkan pihak yang 
menerima hukum merupakan pihak atau badan yang menerapkan 
dan menegakkan hukum tersebut. Penegak hukum meliputi ruang 
yang sangat luas yaitu menyangkut petugas-petugas pada strata 
atas, menengah, dan bawah yang melaksanakan tugasnya harus 
mempunyai suatu pedoman yaitu peraturan tertulis yang 
mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya tersebut.  
Penegak hukum khususnya dalam bidang Merek memiliki 
dua aspek yang mempengaruhi yaitu aspek penegak hukumnya 
sendiri, yang mencakup polisi, jaksa dan hakim di satu pihak dan 
di pihak lainnya adalah lembaga-lembaga penegakan hukum 
seperti Ditjen HKI. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 
masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan- 





Kemampuan tersebut meliputi kemampuan untuk dapat 
berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan 
sasaran, disamping mampu menjalankan peranan yang dapat 
diterima oleh mereka. 
Kenyataan yang terjadi di lapangan di kalangan pengusaha 
rokok adalah, pengusaha menganggap aksi saling membajak 
merek di kalangan pengusaha rokok menengah dan kecil adalah 
hal yang wajar. Selama ini belum ada kasus pembajakan merek 
yang diproses secara hukum. Selain itu  sosialisasi tentang 
Undang-Undang Merek di kalangan pengusaha rokok menengah 
kecil sangat minim jika tidak ingin dikatakan tidak ada. 
Penyuluhan-penyuluhan maupun sosialisasi tentang 
Undang-Undang Merek tidak pernah mereka jumpai, baik itu dari 
pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak penegak hukum 
sendiri seperti Ditjen HKI. Inilah yang menyebabkan para 
pengusaha buta akan peraturan, sehingga enggan melaksanakan 
aturan Undang-Undang Merek. 
 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat 
dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan, tanpa adanya 
sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 
lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut dipenuhi, maka 
penegakan hukum dapat mencapai tujuannya dan pelaksanaan 
hukum di masyarakat dapat efektif. 
Terbatasnya sarana yang dimiliki oleh Ditjen HKI menjadi 





masyarakat. Tidak tersedianya sarana pendaftaran Merek di 
daerah-daerah sentra Industri telah menyebabkan terhambatnya 
para pengusaha rokok untuk mendaftarkan Merek miliknya. 
Selama ini pendaftaran HKI hanya dapat dilakukan di 
Kanwil Kumham yang hanya terdapat di ibukota propinsi. Hal ini 
cukup memberatkan pengusaha rokok menengah kecil dalam 
mendaftarkan merek dan desain industri produknya.  
 
4) Faktor Masyarakat 
Masyarakat merupakan subyek hukum yang berupa 
himpunan kesatuan baik individu ataupun kelompok yang 
memilki kebudayaan yang mereka anggap sama. Oleh karena itu 
efektifitas berlakunya hukum dipengaruhi oleh keadaan 
masyarakat tersebut. 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu 
masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 
Penegak hukum adalah warga masyarakat yang mempunyai 
kewajiban menegakkan hukum. 
Sebagai penikmat produk rokok, masyarakat cenderung 
tidak memperdulikan apakah rokok yang dikonsumsi melanggar 
hukum merek atau tidak. Bagi mereka, yang terpenting adalah 
rokok tersebut sesuai dengan seleranya dan sesuai dengan 
kemampuan keuangan masyarakat. Sikap masyarakat yang seperti 
ini membuat praktek pelanggaran hukum merek semakin 
menjamur disebabkan ketidakpedulian dan ketidaktahuan 
masyarakat. 
Selain itu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap 
penegakan hukum merek berimbas pula pada pelaksanaan hukum 
tersebut. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa pembajakan 





pengusaha pun enggan untuk melaporkan kasus yang 
menimpanya kepada pihak yang berwajib, hal ini dikarenakan 
adanya anggapan “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Bagi 
pengusaha, mereka tidak melapor karena kurang percaya kepada 
penegak hukum, selain itu pengusaha juga enggan berurusan 
dengan hukum yang pasti akan menelan biaya yang tidak sedikit 
dan proses yang rumit. 
Rendahnya pelaksanaan hukum merek dan desain industri 
juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat terhadap ketentuan hukum HKI pada umumnya dan 
hukum merek serta hukum desain industri pada khususnya. 
 
5) Faktor Kebudayaan 
Menurut Soerjono Soekanto : 
Hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari 
sistem kemasyarakatan) mencakup struktur, substansi, dan 
kebudayaan. Kebudayan (sistem) hukum pada dasarnya 
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, 
nilai-nilai yang merupakan konsepsi - konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa 
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 
Hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan 
yang sangat erat, yaitu merupakan konkretisasi dari nilai-
nilai budaya suatu masyarakat. Istilah budaya hukum 
diperkenalkan oleh Friedman untuk menunjukkan suatu 
kekuatan sosial yang ikut menentukan terhadap bekerjanya 
sebuah sistem hukum. Faktor sosial tersebut dapat 
mendukung atau menghambat bekerjanya sistem hukum, 
hal tersebut tergantung pada unsur adat istiadat, nilai dan 
sikap masyarakat berkaitan dengan hukum. (Soerjono 
Soekanto, 1982 : 5) 
 
 Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok 
ukur dari pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Kesediaan 
pengusaha untuk mendaftarkan merek maupun tidak 





budaya nrimo (menerima) yang menjadi salah satu budaya 
masyarakat Indonesia, selain budaya tersebut juga ada budaya 
enggan serta budaya komunal. Para pengusaha enggan 
mendaftarkan merek produknya dikarenakan tidak mau 
menempuh proses yang mereka anggap rumit dan berbelit – belit, 
pengusaha lebih memilih untuk fokus terhadap produksi serta 
pemasaran produknya. Budaya komunal membuat pengusaha 
enggan untuk berkonflik dengan pihak lain dan menganggap 
bahwa pelanggaran HKI belum dipandang sebagai suatu 
kejahatan yang serius disbanding kejahatan lainnya. 
Pengaruh budaya nrimo (menerima), enggan dan komunal 
dalam masyarakat kita telah berpengaruh terhadap pelaksanaan 
hukum merek oleh pengusaha rokok terutama pengusaha 
menengah kecil. Selain itu sebagian besar masyarakat kita masih 
menganggap bahwa pemalsuan/ pelanggaran/ penjiplakan/ 
peniruan/ passing off (pemboncengan ketenaran) bukan 
merupakan kejahatan yang serius dibanding kejahatan lainnya. 
Gambaran seperti ini dapat dilihat di lokasi penulis 
melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Kudus yang merupakan 
sentra industri rokok kretek. Praktek-praktek pelanggaran merek 
merupakan hal yang lazim terjadi. Para pengusaha dengan sadar 
membiarkan hal itu terjadi. Mereka enggan mendaftarkan Merek 
dagang miliknya dan tidak merasa khawatir bila produknya 
dijiplak, yang penting bagi mereka adalah produk mereka laku 
dipasaran dan keuntungan mengalir di perusahaan. 
 
b. Pelaksanaan Hukum Desain Industri 
Berdasarkan paparan yang ada pada bab sebelumnya, pelaksanaan 
hukum desain industri dikalangan pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus tidak efektif. Data yang ditemukan di lapangan 





menengah kecil anggota Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku), 
tidak ada 1 perusahaan pun yang mendaftarkan desain industri produknya. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di PR Barito 
mendapatkan bahwa produk dari PR Barito mempunyai desain yang 
menarik dan kreatif, tetapi semua desain tersebut tidak didaftarkan ke 
Dirjen HKI untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Tidak didaftarkannya 
desain tersebut dikarenakan ketidak tahuan dari pihak pengusaha terhadap 
ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
Tidak terdaftarnya desain industri produk rokodesain industri oleh pihak 
lain.  
Menurut mereka pengajuan desain industri ke Dirjen HKI prosesnya 
terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang terpenting 
bagi perusahaan adalah ketika sudah menemukan produk baru, segera 
dipasarkan dan apabila menunggu lama akan mengganggu fokus promosi 
dan pemasaran. Asalkan bisa berproduksi secara legal dan laku di pasaran 
itu sudah cukup. Pemasukan bagi perusahaan ada, keuntungan mengalir 
dan roda perusahaan bisa jalan adalah tujuan utama. Perusahaan tidak 
ambil pusing dengan tindakan pelanggaran terhadap merek mereka, karena 
hal itu jarang terjadi, dan apabila terjadi angkanya sangatlah kecil. 
Pelaksanaan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran 
hukum dan penegakan hukum. Dilihat dari indikator-indikator kesadaran 
hukum dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Pengetahuan tentang hukum (law awareness) 
Salah satu indikator dari kesadaran hukum adalah 
pengetahuan tentang hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan : 
Pengetahuan terhadap hukum merupakan kesan di 
dalam pikiran seseorang mengenai peraturan-peraturan 
hukum tertentu, dengan mendasarkan pada pelbagai arti 
hukum, sebab pengetahuan tentang hukum mungkin hanya 
terbatas pada hukum yang secara langsung mengatur 







Pendapat di atas jika dihubungkan dengan kenyataan yang 
ditemukan di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar 
pengusaha rokok menengah kecil tidak mengetahui adanya 
Undang-Undang yang mengatur tentang desain industri yaitu 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
Hal ini dapat dilihat dari data di lapangan yang menunjukkan 
bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan rokok menengah 
kecil anggota Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) 
tidak ada satu pun perusahaan yang mendaftarkan desain 
industri produknya. 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak 
PR Barito dan PR Klampok&GOR yang mengaku tidak 
mengetahui apa definisi dari desain industri, mereka 
menganggap desain industri adalah satu kesatuan dengan merek. 
Sehingga pengusaha rokok beranggapan bahwa desain industri 
diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek. Karena anggapan yang keliru ini maka timbul 
penafsiran pada kalangan  pengusaha bahwa apabila merek 
sudah terdaftar maka otomatis desain produk juga terdaftar. 
 
2) Pengetahuan tentang isi hukum (law acquaintance) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 pasal. Para pengusaha rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus memiliki pengetahuan yang 
sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak memiliki pengetahuan 
terhadap isi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang 
Desain Industri.  
Pada umumnya seseorang mengetahui isi dari Undang-
Undang Desain Industri karena adanya suatu kepentingan, 
kepentingan tersebut misalnya untuk mendaftarkan desain industri 





sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga mereka 
mencari informasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran 
merek pada Undang-Undang Desain Industri. Namun yang terjadi 
pada pengusaha rokok menengah kecil di Kudus, karena tidak 
adanya keinginan untuk mendaftarkan desain industrinya, 
pengusaha tidak mempunyai inisiatif untuk mempelajari isi dari 
Undang-Undang Desain Industri. 
Dengan rendahnya pengetahuan tentang isi hukum dalam hal 
ini adalah hukum desain industri, maka akan berimbas pula pada 
pelaksanaan hukum desain industri tersebut. Karena rendahnya 
pengetahuan tentang isi hukum sangat erat kaitannya dengan 
rendahnya kesadaran hukum,dan apabila kesadaran hukum rendah 
maka pelaksanaan hukum juga rendah. 
 
3) Sikap terhadap peraturan hukum (legal attitude) 
Sikap terhadap peraturan hukum adalah keadaan dimana 
seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan 
penilaian tertentu terhadap hukum, apakah ia menerima atau 
tidak menerima suatu peraturan hukum untuk mengatur 
hidupnya.  
Dihubungkan dengan yang terjadi di lapangan, sikap 
pengusaha rokok cenderung tidak menghiraukan Undang-
Undang tentang Desain Industri dikarenakan keterbatasan 
pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan, Data yang 
ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa dari 47 (empat 
puluh tujuh) perusahaan rokok menengah kecil anggota 
Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) tidak ada satu 
pun perusahaan yang mendaftarkan desain industri produknya. 
Oleh karena pengetahuan terhadap hukum desain industri yang 
rendah maka pengetahuan terhadap isi hukum juga rendah, maka 





desain industri cenderung negatif. Para pengusaha rokok tidak 
mendaftarkan desain industrinya disebabkan karena ketidak 
tahuan pengusaha terhadap Undang-Undang Desain Industri.  
 
 
4) Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour) 
Pola-pola perikelakuan hukum merupakan salah satu 
indikator dari kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto : 
Pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan 
merupakan kriterium pokok akan adanya kepatuhan 
hukum, oleh karena perikelakuan demikian menunjukkan 
adanya persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai 
yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1982:273). 
 
Pola-pola perikelakuan hukum para pengusaha rokok 
dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Perilaku hukum yang diharapkan disini adalah dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri , para pengusaha dapat meningkatkan 
partisipasinya dalam pemakaian desain industri pada produk 
yang dihasilkan (rokok) dan disertai dengan pendaftaran desain 
industri tersebut ke Dirjen HKI. Tentu saja desain yang 
didaftarkan adalah desain milik sendiri dan bukan merupakan 
jiplakan milik pihak lain dan merupakan desain yang orisinil 
serta bukan hasil jiplakan karya orang lain. 
Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa 
dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan rokok menengah kecil 
anggota Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) tidak 
ada satu pun perusahaan yang mendaftarkan desain industri 
produknya. Dapat dikatakan bahwa pengusaha rokok menengah 
kecil di Kabupaten Kudus belum berprilaku sesuai hukum. Hal 
ini bisa dilihat pada PR Barito yang sampai saat ini desain 





dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui peraturan yang 
mengatur Desain Industri, perusahaan ini juga enggan 
mendaftarkan desain produknya jika proses pendaftaran 
memakan waktu yang lama dan membutuhkan proses yang 
rumit. Selain itu perusahaan juga tidak merasa perlu 
mendaftarkan desain industrinya, asalkan mereka bisa 
berproduksi secara legal dan mendapatkan keuntungan maka 
pendaftaran desain tidak diperlukan. 
Kasus yang sama juga dapat dilihat pada maraknya 
pelanggaran merek maupun desain kemasan, baik itu terhadap 
merek terkenal maupun sesama merek kecil, pelanggaran itu 
dapat berupa penjiplakan merek secara visual maupun secara 
tekstual. Tetapi yang patut disayangkan adalah jarang sekali 
kasus tersebut diproses secara hukum. 
 
Pelaksanaan hukum desain industri dapat terjadi dengan adanya 
penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan 
hukum sebenarnya terletak pada komponen-komponen yang 
mempengaruhinya, komponen-komponen tersebut adalah : 
1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Desain Industri ini  merupakan akibat dari tuntutan 
perkembangan jaman serta kebutuhan masyarakat akan 
perlindungan terhadap penciptaan suatu karya ataupun 
penemuan di bidang desain industri. Globalisasi membawa 
pengaruh yang nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 
Dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri poin a disebutkan bahwa 
tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memajukan industri 
yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan 





inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian 
dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri merupakan Undang - Undang mengenai desain yang 
dimiliki pertama kali oleh Negara Indonesia serta konsekwensi 
atas ikut sertanya Indonesia dalam meratifikasi Agreement 
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup 
Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property 
Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1994.  
Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri salah satunya adalah untuk 
mengatur pola-pola perikelakuan masyarakat dalam hal ini 
adalah pengusaha rokok terkait dengan desain industri untuk 
mencapai kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar para 
pengusaha maupun semua pihak yang berhubungan dengan 
usaha ini menaati serta melaksanakan hukum dan memperoleh 
keadilan, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah para 
pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus sudah 
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Desain Industri. 
Piranti hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk 
mematikan para pelaku usaha kecil, tetapi sebagai pendorong 
bagi peningkatan kualitas dan kreatifitas pengusaha.dalam 
menghadapi persaingan global. 
Menurut data yang diperoleh di lapangan, para pengusaha 
rokok tidak mengetahui bahwa desain industri diatur dalam 
suatu undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri , selama ini pengusaha 





merek sehingga apabila mereknya sudah terdaftar, pengusaha 
rokok menengah kecil merasa tidak perlu lagi mendaftarkan 
desain industrinya. 
Menurut para pengusaha rokok menengah kecil, mereka 
tidak mendaftarkan desain industri produknya disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan di kalangan pengusaha terhadap 
Undang-Undang Desain Industri. Kurangnya pengetahuan itu 
meliputi tata cara dan proses pengajuan pendaftaran terhadap 
desain industri. 
Selain itu bila ditinjau dari sisi pendaftaran dari awal 
samapai dengan akhir, pendaftaran deain industri memakan 
waktu cukup lama, dari mengajukan permohonan ke Dirjen HKI 
sampai mendapatkan sertifikat membutuhkan waktu minimal 6 
(enam) bulan. Hal ini tentunya memberatkan pengusaha 
menengah kecil. 
Sementara itu, karena Undang – Undang Desain Industri 
merupakan konsekwensi dari TRIPs, sedangkan substansi yang 
terkandung dalam TRIPs sangat menjunjung kepemilikan 
pribadi. Selain itu TRIPs merupakan bagian dari sistem 
perdagangan bebas yang merupakan manifestasi dari 
kapitalisme yang tentunya akan mengalami kesulitan jika 
diterapkan pada masyarakat Indonesia yang sifatnya komunal. 
Secara substansi dan materi, ketentuan pendaftaran desain 
industry relatif sulit untuk diakses oleh pengusaha menengah 
kecil. Dalam PP No 50 Tahun 2001, untuk mendapatkan 
perlindungan desain industri harus mengeluarkan biaya yang 
tidak sedikit. Yaitu sebesar Rp. 600.000,- bagi non UKM dan 
Rp. 300.000,- bagi UKM. Biaya sebesar ini tentunya cukup 
memberatkan apabila setiap pengusaha menengah kecil 






2) Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum meliputi pdihak-pihak yang membentuk 
maupun yang menerima hukum. Penegak hukum harus dapat 
mengefektifkan penegakan hukum. Pihak yang membentuk 
hukum merupakan pihak atau badan yang dalam peranannya 
membuat peraturan perundangan. Sedangkan pihak yang 
menerima hukum merupakan pihak atau badan yang 
menerapkan dan menegakkan hukum tersebut. Penegak hukum 
meliputi ruang yang sangat luas yaitu menyangkut petugas-
petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang 
melaksanakan tugasnya harus mempunyai suatu pedoman yaitu 
peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya 
tersebut.  
Penegak hukum khususnya dalam bidang Desain Industri 
memiliki dua aspek yang mempengaruhi yaitu aspek penegak 
hukumnya sendiri, yang mencakup polisi, jaksa dan hakim di 
satu pihak dan di pihak lainnya adalah lembaga-lembaga 
penegakan hukum seperti Ditjen HKI. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 
masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan- 
kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Kemampuan tersebut meliputi kemampuan untuk dapat 
berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan 
sasaran, disamping mampu menjalankan peranan yang dapat 
diterima oleh mereka. 
Kenyataan yang terjadi di kalangan pengusaha rokok 
adalah, menurut mereka aksi saling membajak desain industri 
rokok di kalangan pengusaha rokok menengah dan kecil adalah 
hal yang wajar. Walaupun pembajakan dan penjiplakan terhadap 
desain industri marak terjadi namun, selama ini belum ada kasus 





itu menurut para pengusaha rokok, sosialisasi tentang Undang-
Undang Desain Industri sangat minim jika tidak ingin dikatakan 
tidak ada. 
Penyuluhan-penyuluhan maupun sosialisasi tentang 
Undang-Undang Desain Industri tidak pernah mereka jumpai, 
baik itu dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak 
penegak hukum sendiri seperti Ditjen HKI. Inilah yang 
menyebabkan para pengusaha buta akan peraturan, sehingga 
enggan melaksanakan aturan Undang-Undang Desain Industri. 
 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat 
dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan, tanpa adanya 
sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 
lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut dipenuhi, maka 
penegakan hukum dapat mencapai tujuannya dan pelaksanaan 
hukum di masyarakat dapat efektif. 
Terbatasnya sarana yang dimiliki oleh Ditjen HKI menjadi 
salah satu penyebab tidak efektifnya pelaksanaan hukum di 
masyarakat. Tidak tersedianya sarana pendaftaran Desain 
Industri di daerah-daerah sentra Industri telah menyebabkan 
terhambatnya para pengusaha rokok untuk mendaftarkan Desain 
Industri miliknya. 
Selama ini pendaftaran HKI hanya dapat dilakukan di 
Kanwil Kumham yang hanya terdapat di ibukota propinsi. Hal 
ini cukup memberatkan pengusaha rokok menengah kecil dalam 





4) Faktor Masyarakat 
Masyarakat merupakan subyek hukum yang berupa 
himpunan kesatuan baik individu ataupun kelompok yang 
memilki kebudayaan yang mereka anggap sama. Oleh karena itu 
efektifitas berlakunya hukum dipengaruhi oleh keadaan 
masyarakat tersebut. 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena 
itu masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum 
tersebut. Penegak hukum adalah warga masyarakat yang 
mempunyai kewajiban menegakkan hukum. 
Sebagai penikmat produk rokok, masyarakat cenderung 
tidak memperdulikan apakah rokok yang di konsumsi melanggar 
hukum desain industri. Bagi mereka, yang terpenting adalah 
rokok tersebut sesuai dengan selera dan sesuai dengan 
kemampuan keuangan masyarakat. Sikap masyarakat yang 
seperti ini membuat praktek pelanggaran hukum desain industri 
semakin menjamur disebabkan ketidakpedulian dan 
ketidaktahuan masyarakat. 
Selain itu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap 
penegakan desain industri berimbas pula pada pelaksanaan 
hukum tersebut. Menurut hasil wawancara dengan responden 
Daniyal Falah , pembajakan desain industri rokok sudah menjadi 
hal yang biasa, bahkan pihak pengusaha pun enggan untuk 
melaporkan kasus yang menimpanya kepada pihak yang 
berwajib, hal ini dikarenakan adanya anggapan “menang jadi 
arang, kalah jadi abu”. Bagi pengusaha, mereka tidak melapor 
karena kurang percaya kepada penegak hukum, selain itu 
pengusaha juga enggan berurusan dengan hukum yang pasti 





(Hasil wawancara dengan Daniyal Falah, Staf Tenaga Kerja 
PPRK, Selasa 20 Juli 2010, 13.00). 
Rendahnya pelaksanaan desain industri juga dipengaruhi 
oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan 
hukum HKI pada umumnya dan Hukum Desain Industri pada 
khususnya. 
 
5) Faktor Kebudayaan 
Hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari 
sistem kemasyarakatan) mencakup struktur, substansi, dan 
kebudayaan. Kebudayan (sistem) hukum pada dasarnya 
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, 
nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan 
apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 
Hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan 
yang sangat erat, yaitu merupakan konkretisasi dari nilai - 
nilai budaya suatu masyarakat. Istilah budaya hukum 
diperkenalkan oleh Friedman untuk menunjukkan suatu 
kekuatan sosial yang ikut menentukan terhadap bekerjanya 
sebuah sistem hukum. Faktor sosial tersebut dapat 
mendukung atau menghambat bekerjanya sistem hukum, 
hal tersebut tergantung pada unsur adat istiadat, nilai dan 
sikap masyarakat berkaitan dengan hukum. (Soerjono 
Soekanto, 1982 : 5) 
 
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok 
ukur dari pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Kesediaan 
pengusaha untuk mendaftarkan desain industri maupun tidak 
mendaftarkan dikarenakan beberapa alasan tertentu, misalnya 
budaya nrimo (menerima) yang menjadi salah satu budaya 
masayarakat Indonesia, budaya nrimo mengajarkan masyarakat  
untuk lebih memilih mengalah dan menerima apa adanya. 
Selain budaya tersebut juga ada budaya enggan. Para 





dikarenakan tidak mau menempuh proses yang mereka anggap 
rumit dan berbelit - belit. 
Budaya komunal yang melekat pada masyarakat 
Indonesia, menyebabkan pengusaha rokok tidak terlalu khawatir 
jika desain industri produknya dibajak oleh pihak lain.  
Pengaruh budaya nrimo (menerima), enggan dan komunal 
dalam masyarakat kita telah berpengaruh terhadap pelaksanaan 
desain industri oleh pengusaha rokok terutama pengusaha 
menengah kecil. Selain itu sebagian besar masyarakat kita masih 
menganggap bahwa pemalsuan/ pelanggaran/ penjiplakan/ 
peniruan/ passing off (pemboncengan ketenran) bukan 
merupakan kejahatan yang serius dibanding kejahatan lainnya. 
Gambaran seperti ini dapat dilihat di lokasi penulis 
melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Kudus yang 
merupakan sentra industri rokok kretek. Praktek-praktek 
pelanggaran desain industri merupakan hal yang lazim terjadi.  
Para pengusaha cenderung tidak ambil pusing terhadap 
maraknya pelanggaran terhadap desain industri. 
 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Merek dan 
Desain Industri oleh Pengusaha Rokok Menengah Kecil di Kabupaten 
Kudus. 
Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, tidak efektifnya 
pelaksanaan hukum merek dan desain industri pada pengusaha rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus disebabkan oleh beberapa faktor 
sebagai berikut : 
1) Faktor Internal 
Adalah faktor yang muncul dari pengusaha rokok menengah kecil 






a) Rendahnya Pengetahuan Pengusaha terhadap Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  
Rendahnya tingkat pengetahuan hukum pengusaha 
sangat berpengaruh pada rendahnya pelaksanaan hukum. Suatu 
peraturan perundang-undangan hendaknya memuat substansi 
yang jelas dan pasti agar mudah dimengerti oleh masyarakat 
serta supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-
beda.  
Selain itu, peraturan perundang-undangan hendaknya 
dikomunikasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar 
masyarakat tahu tentang adanya suatu peraturan perundang-
undangan serta memahami isi dari peraturan perundang-
undangan tersebut. Dengan memahami isi peraturan perundang 
-undangan maka kesadaran hukum pengusaha akan meningkat 
dan berimbas pula pada pelaksanaan hukum. 
Kasus yang terjadi di PR Klampok & GOR dapat 
dijadikan contoh. Walaupun merek dan produknya sudah 
didaftarkan ke Dirjen HKI, tetapi dalam proses pendaftaran 
tersebut, perusahaan ini harus menggunakan jasa sebuah 
perusahaan pelayanan jasa, hal ini dikarenakan pihak 
perusahaan tidak sepenuhnya paham dengan ketentuan yang 
ada dalam  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek. 
Mengenai Desain Industri para pengusaha rokok 
menengah kecil tidak mendaftarkan desain industrinya ke 
Dirjen HKI karena memang benar-benar tidak tahu tentang 
adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri. Pengusaha tidak tahu jika desain industri diatur 





Kurangnya pengetahuan dari pengusaha rokok 
menengah kecil terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri membuat kalangan pengusaha 
rokok enggan untuk mendaftarkan merek dan desain 
industrinya apalagi harus mengikuti ketentuan Undang-
Undang tersebut. 
 
b) Keterbatasan Dana dalam Mendaftarkan Merek dan Desain 
Industri. 
Faktor biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran 
Merek dan Desain Industri bagi pengusaha menengah kecil 
dirasa masih memberatkan. Penetapan biaya Merek diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sebagai berikut : 
(1)  Permohonan pendaftaran merek dan permintaan 
perpanjangan perlindungan merek terdaftar : 
(a) Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa 
untuk maksimum 3 macam barang/jasa per 
permohonan per kelas Rp 600.000,00 
(b) Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang / 
jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa per macam 
barang / jasa per kelas Rp 50.000,00 
(c) Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif 
untuk 3macam barang/jasa per permohonan per kelas 
(d)  Rp 600.000,00 
(e) Tambahan permohonan pendaftaran merek 





barang/jasa per macam barang/jasa per kelas Rp 
50.000,00 
(f) Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek: 
- UKM per kelas Rp 1.000.000,00 
- Non UKM per kelas Rp 2.000.000,00 
(g) Permohonan perpanjangan perlindungan merek 
kolektif per kelas Rp 1.500.000,00 
 
Biaya untuk pendaftaran Desain Industri diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagai berikut : 
(1) Permohonan Pendaftaran Desain Industri: 
(a) Usaha Kecil per permohonan Rp 300.000,00 
(b) Non Usaha Kecil per permohonan Rp 600.000,00 
(2) Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri 
per permohonan Rp 150.000,00 
(3) Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri per 
permohonan Rp 100.000,00 
(4) Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri Per 
sertifikat Rp 100.000,00 
(5) Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri per 
permohonan Rp 100.000,00 
(6) Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri per 
permohonan per nomor Rp 100.000,00 
(7) Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri : 
(a) Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,00 
(b) Non Usaha Kecil per permohonan Rp 400.000,00 
(8) Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri per 





(9) Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri: 
(a) Usaha Kecil per permohonan Rp 100.000,00 
(b) Non Usaha Kecil per permohonan Rp 150.000,00 
(10) Pembatalan Desain Industri: 
(a) Usaha Kecil per permohonan Rp 0,00 
(b) Non Usaha Kecil per permohonan Rp 200.000,00 
 
 
2) Faktor Eksternal, meliputi : 
Adalah faktor yang berasal dari luar pengusaha rokok menengah 
kecil di Kabupaten Kudus, faktor-faktor tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a) Proses Administrasi yang Rumit dan Membutuhkan Waktu 
yang Lama 
Salah satu alasan mengapa pengusaha rokok menengah 
kecil di Kabupaten Kudus enggan mendaftarkan merek serta 
desain industri miliknya adalah, proses pendaftaran  yang 
rumit serta waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Untuk 
pendaftara suatu merek menurut ketentuan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibutuhkan waktu paling 
cepat 1 tahun, hal ini oleh pengusaha rokok menengah kecil 
dirasakan terlalu lama.  
Menurut temuan penulis di lapangan, pendaftaran merek 
pada praktiknya dapat menelan waktu sampai 2 tahun. Hal ini 
dirasa memberatkan, para pengusaha rokok memilih untuk 
tidak mendaftarkan mereknya. Bagi mereka yang penting bisa 
terus berproduksi dan mendapatkan keuntungan itu sudah 
cukup. Pengusaha rokok menengah kecil juga merasa 
keberatan karena selain waktu yang dibutuhkan terlalu lama, 





Ditinjau dari prosedur pendaftaran Desain Industri dari 
awal sampai akhir memerlukan waktu yang cukup lama. 
Proses mengajukan permohonan, pemenuhan persyaratan 
administratif samoai mendapatkan sertifikat membutuhkan 
waktu kurang lebih 6 (enam) bulan. Rentang waktu 6 (enam) 
bulan bagi pengusaha rokok menengah kecil dianggap terlalu 
lama. Berdasarkan pertimbangan itulah pengusaha memilih 
untuk tidak mendaftarkan desain industri produknya. 
 
b) Sarana dan Fasilitas yang Kurang Mendukung 
Sarana dan fasilitas adalah salah satu faktor penting yang 
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri. Sarana atau fasilitas merupakan 
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat 
memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai 
maksud dan tujuan, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu 
maka tidak mungkin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri berjalan dengan lancar. 
Dengan adanya sarana dan fasilitas yang mendukung, maka 
pelaksanaan hukum dapat dilakukan dengan optimal. 
Fakta yang ditemukan di lapangan diketahui bahwa para 
pengusaha mengeluhkan tentang tidak tersedianya sarana 
pendaftaran merek dan desain industri yang dapat dijangkau 
dengan mudah oleh pengusaha rokok. Selama ini untuk 
mengurus keperluan HKI khususnya merek dan desain industri 
harus dilakukan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang 
terletak di Ibukota Propinsi (Semarang). Hal ini dirasa 






Terbatasnya sarana pendaftaran merek dan desain 
industri seperti belum adanya sentra HKI dan Konsultan HKI 
di daerah menyebabkan para pengusaha rokok menengah dan 
kecil di Kabupaten Kudus kesulitan untuk mendaftarkan merek 
dan desain industrinya. Kesulitan inilah yang menyebabkan 
para pengusaha rokok menengah dan kecil di Kabupaten 
Kudus enggan untuk mendaftarkan merek dan desain industri 
produknya. 
c) Rendahnya Peran Penegak Hukum 
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
disebabkan oleh kurangnya peran para penegak hukum. 
Penegak hukum yang seharusnya memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait aturan-aturan tertentu ternyata 
belum menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 
Selama ini belum ada penyuluhan dan sosialisasi tentang 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri kepada pengusaha rokok, baik itu dari pihak 
Pemerintah daerah maupun dari pihak Dirjen HKI. Dengan 
tidak adanya penyuluhan ini menyebabkan minimnya 
pengetahuan para pengusaha rokok terhadap ketentuan undang 
–undang merek dan desain industri.  
Disamping itu, rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap peran penegak hukum terkait dengan penegakan 
hukum di bidang HKI juga menjadi alasan tidak optimalnya 
pelaksanaan hukum merek dan hukum desain industri. 
Pengusaha rokok beranggapan bahwa dengan terdaftarnya 
merek dan desain industri miliknya belum tentu dalam 








Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan 
sebagai berikut . 
1. Pelaksanaan hukum merek dan desain industri oleh pengusaha rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus tidak berjalan secara efektif. Dari 47 
(empat puluh tujuh) perusahaan rokok menengah kecil anggota dari 
Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) hanya satu perusahaan 
yang mereknya sudah terdaftar di Dirjen HKI. Selain itu dari 47 (empat 
puluh tujuh) perusahaan rokok menengah kecil anggota dari Komunitas 
Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) tersebut, belum ada satu pun 
perusahaan yang desain industrinya terdaftar di Dirjen HKI. Para 
pengusaha rokok enggan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
Para pengusaha rokok tidak mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI, karena 
menurut mereka pendaftaran merek dirasa tidak perlu, bagi mereka hal 
yang utama adalah dapat berproduksi dan produk rokok mereka laku di 
pasaran sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Banyak terjadi 
penjiplakan merek di kalangan pengusaha rokok kecil, tetapi tidak pernah 
diselesaikan di pengadilan, hal ini dikarenakan tindakan penjiplakan merek 
adalah hal yang sudah dianggap biasa. 
Hal yang sama juga terjadi pada desain industri, para pengusaha rokok 
menengah  kecil di Kabupaten Kudus bersikap acuh terhadap desain 
industri, baik itu terhadap desain industri produknya sendiri maupun desain 
industri milik pihak lain. Hampir semua pengusaha rokok menengah kecil 
di Kudus tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri. Para pengusaha rokok menengah kecil 





sehingga pengusaha rokok menengah kecil yang sudah mendaftarkan 
mereknya ke Dirjen HKI tidak serta merta mendaftarkan desain industri 
produknya, merek dan desain industri dianggap sebagai satu kesatuan, 
pengusaha rokok menengah kecil merasa sudah cukup dengan hanya 
mendaftarkan mereknya saja. 
Selain itu kasus penjiplakan secara visual kemasan produk rokok sudah 
menjadi hal yang lumrah di kalangan pengusaha rokok menengah kecil. 
 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum merek dan desain 
industri di kalangan pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus 
antara lain sebagai berikut : 
a. Faktor internal, meliputi : 
Adalah faktor yang muncul dari pengusaha rokok menengah kecil di 
Kabupaten Kudus sendiri, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Rendahnya pengetahuan pengusaha terhadap Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Rendahnya pengetahuan 
masyarakat terutama pengusaha rokok menengah kecil terhadap 
ketentuan undang - undang tersebut menyebabkan pengusaha rokok 
menengah kecil enggan bahkan tidak berperilaku sesuai yang 
dikonsepkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri. 
2) Keterbatasan dana dalam mendaftarkan merek dan desain industri . 
Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran merek dan desain 
industri bagi pengusaha rokok menengah kecil dirasa masih 
memberatkan. Penetapan biaya pendaftaran merek dan desain 
industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 





Manusia, dirasa masih memberatkan bagi pengusaha rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus. 
 
b. Faktor eksternal, meliputi : 
Adalah faktor yang berasal dari luar pengusaha rokok menengah kecil 
di Kabupaten Kudus, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Proses Administrasi yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama 
dalam mendaftarkan merek dan desain industri membuat para 
pengusaha rokok tidak mendaftarkan merek dan desain industrinya 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri. Untuk pendaftaran suatu merek dibutuhkan waktu paling 
cepat 1 (satu) tahun dan untuk pendaftaran desain industri 
membutuhkan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, hal ini dianggap 
terlalu lama sehingga para pengusaha rokok menengah kecil 
memilih untuk tidak mendaftarkan merek serta desain industrinya. 
2) Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung menyebabkan 
pelaksanaan hukum merek dan desain industri tidak efektif. Tidak 
tersedianya fasilitas seperti Sentra Hak Kekayaan Intelektual serta 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kudus 
menyebabkan para pengusaha rokok menengah kecil tidak 
mendaftarkan mereknya, selain itu Kantor Wilayah Hukum dan 
HAM yang hanya tersedia di Ibukota Propinsi menyebabkan 
pengusaha, terutama pengusaha kecil kesulitan untuk mengakses. 
3) Rendahnya peran pemerintah dan penegak hukum menyebabkan 
para pengusaha tidak melaksanakan hukum merek dan desain 
industri. Minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum dari 
pemerintah. Mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat 
khususnya pengusaha rokok menengah kecil terhadap ketentuan-










Untuk meningkatkan pelaksanaan hukum merek dan desain industri di 
kalangan pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus, penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut. 
1. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan Hukum 
Hak Kekayaan Intelektual perlu mengadakan sosislisasi dan penyuluhan 
terkait dengan Undang-Undang yang mengatur tentang HKI khususnya 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepada pengusaha 
rokok menengah kecil. Dengan diadakannya sosialisasi hukum secara 
periodik dan terencana diharapkan  masyarakat khususnya pengusaha rokok 
menengah kecil mengetahui serta memahami hukum merek dan desain 
industri serta substansi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri. Melalui penyuluhan hukum diharapkan pengusaha rokok 
menengah kecil di Kabupaten Kudus memahami masalah-masalah hukum 
yang dihadapi terkait dengan merek dan desain industri. Dengan 
diadakannya penyuluhan hukum diharapkan pengusaha sadar terhadap  
manfaat apabila hukum ditaati dan dilaksanakan. 
2. Pemerintah perlu menyediakan  sarana dan prasarana yang mampu 
memfasilitasi pengusaha rokok menengah kecil dalam kaitannya dengan 
pelaksanaan Hukum Kekayaan Intelektual. Tersedianya sarana dan fasilitas 
yang mudah serta terjangkau bagi pengusaha akan meningkatkan 
pelaksanaan hukum merek dan hukum desain industri. Penyediaan sarana 
birokrasi pendaftaran merek dan desain industri di daerah-daerah atau 





pengusaha menengah kecil dalam pelaksanaan hukum merek dan hukum 
desain industri. 
3. Pemerintah perlu memberdayakan pengusaha rokok menengah kecil untuk 
dapat melaksanakan hukum merek dan desain industri dengan jalan 
membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan pengusaha 
kecil. 
4. Pengusaha rokok menengah kecil di Kabupaten Kudus, perlu 
mengorganisasikan diri agar dapat mengakses ketentuan-ketentuan yang 
telah dikonsepkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri. Pengorganisasian juga dimaksudkan untuk mempermudah 
pengusaha rokok menengah kecil dalam memperoleh jasa konsultasi hukum 
dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah, terkait dengan hukum 
merek dan desain industri. 
5. Perusahaan rokok besar di Kabupaten Kudus seperti PT Djarum,PT 
Nojorono, PR Sukun dan PR Jambu Bol hendaknya dapat mengalokasikan 
dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka bagi kepentingan 
pengembangan HKI, terutama bagi pengusaha rokok menengah kecil. Dana 
CSR tersebut dapat digunakan untuk membentuk semacam sentra HKI di 
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